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PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan :

1. Bahwa Disertasi saya adalah asli dan belum pernah dibuat untuk mendapatkan
gelar akademik (sarjana, magister atau doktor) di Universitas Sultas Agung
(Unissula) atau di Perguruan Tinggi lain.

2. Bahwa Disertasi saya adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri,
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing (Promotor dan Co
Propmotor) dan masukan Tim Penguji.

3. Bahwa Disertasi saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah
ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudia hari .

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya
tulis ini, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguaruan Tinggi
ini.

Semarang,  Juni 2020

Pembuat Pernyataan
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MOTTO

Hidup itu belajar

Jatuh bangun adalah proses belajar

Jangan menyerah, selalu berjuang dengan-Nya

Cinta adalah tujuan, hidup adalah perjalanan
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PERSEMBAHAN

Ku persembahkan tulisan Disertasi ini untuk:

Ibu dan Ayah tercinta

Do’a mu selalu menyertai di setiap langkah ku.

Kasih sayang mu selalu mengalir di setiap desah nafas ku.

Suami ku

Kesetiaan dan keikhlasan mu menjadi

Penyemangat dalam jiwa ku

Anak-anak ku

Kebahagiaan mu adalah menjadi motivasi ku

Untuk terus berjuang

Vil



Kakak-Kakak ku

Banyak pelajaran yang ku dapat dari Kalian

Almamater

Majulah terus, lihat ke depan,

Semua pasti bisa
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S. W.
T atas segala anugerah dan perkenan-Nya, dan Shalawat serta salam kepada Nabi
Muhammad S. A. W suri tauladan bagi seluruh umat dan pembawa kebenaran di muka
bumi. Dengan perkenan Allah SW.T penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan
Disertasi untuk Ujian Terbuka Disertasi ini dengan judul *“Dekriminalisasi Tindak
Pidana Gratifikasi Menjadi Suap dalam Perspektif Keadilan Bermartabat” dengan
baik.

Penulisan disertasi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Doktor (S3) pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyelesaian
disertasi ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak telah memberikan kami
bimbingan, motivasi, bantuan moril, dan do’a kepada penulis.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah Promovenda untuk
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan, para Pejabat
Struktural, Staff dan segenap civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kemudahan dan bantuan
kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai, terutama kepada
yang penulis hormati:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung Semarang;

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,, M. Hum, selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program
Studi S3 llmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, selaku Promotor Penulis;

5. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., CN., M.Hum, selaku Co. Promotor
dari Penulis;

6. Para Guru Besar dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam
Sultan Agung Semarang;



7. Para keluarga beserta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

per satu.
Semoga karya tulis ilmiah ini akan dapat bermanfaat adanya bagi seluruh masyarakat

dan khususnya civitas academica.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2020

Irsyam Risdawati
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	ABSTRAK
	Bahan hukum yang diteliti terkumpul dari otoritas berupa bahan hukum primer seperti peraturan perudang-undangan yang berlaku, bahan-bahan sekunder seperti kepustakaan atau literatur. Diperoleh kesimpulan bahwa belum bernilai keadilan bermartabatnya pr...
	Kata Kunci: Rekonstruksi, Pengaturan, Gratifikasi, Suap Keadilan Bermartabat.
	ABSTRACT
	This study have been commenced by the fact that there has been weakness in the criminalisation or the penal policy formulation of Gratification as a type of corruption similar to bribery in the Indonesian Law Against Corruption. Weaknesses in the prin...
	Gratification in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption is constructed as a type of corruption and it can be found in formulation of positive legal provisions contained in the Article 12B of the Law. It was formulated there that; “...
	The legal materials studied were collected from the authorities in the form of primary legal materials such as applicable statutory regulations; secondary materials such as literature or literatures. It was concluded that the principle of gratificatio...
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	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	Abdul Manan mengemukakan bahwa “hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (for word looking), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa la...
	Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Dokter sebagai salah satu ko...
	Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medik bagi orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi   yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki harus terus menerus dipertah...
	Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasan ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medik terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meni...
	Akhir-akhir ini  profesi  dokter  banyak  mendapat  sorotan  dari  masyarakat yang merupakan pertanda bahwa sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan dan pengabdian profesi tenaga kesehatan. Pada umumnya ketidakpuasan ini  karena adanya kesenj...
	Dari sekian banyak kasus malpraktek terdapat kasus yang cukup menarik yaitu kasus dr. Salman.  Lazimnya  yang  menjadi  korban  malpraktek adalah pasien.  Kali  ini,  justru seorang dokter senior yang menjadi korban malpraktek. Pria yang pernah berpra...
	Dalam  gugatannya,  Salman meminta para tergugat  mengganti  kerugian  materil  yang dialaminya  sebesar  Rp35  juta.  Sedangkan  kerugian  immateril  sebesar  Rp300  juta.  Selain meminta ganti rugi, Salman meminta haknya yang lain, yakni fotocopy re...
	Malpraktek dalam istilah umum merupakan kesalahan yang dilakukan oleh professional dalam menjalankan profesinya. Malpraktek yang dilakukan oleh dokter, dikenal sebagai malpraktek medik (medical malpractice). Seorang advokat pun sebenarnya dapat melaku...
	“Any professional misconduct or unreasonable lack of skill. This term is usually applied to such conduct by doctors, lawyers, and accountants. Failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applie...
	Pengertian malpraktek di atas menyebutkan adanya kesembronoan (professional misconduct) atau kekurangan ketrampilan yang tidak dapat diterima (unreasonable lack of skill) yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan ...
	“In medical malpractice litigation, negligence is the predominant theory of liability. In order to recover for negligent malpractice, the plaintiff must establish the following elements: (1) the existence of the physician’s duty to the plaintiff, usua...
	Selanjutnya untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang malpraktek medik, maka perlu pula digambarkan tentang apa yang dikenal sebagai “standard of care”,yaitu derajat pemeliharaan dari orang yang hati-hati yang akan diberikan dalam situasi d...
	Akhir-akhir ini ada kecenderungan umum yang memberikan pengertian dari malpraktek medik, yakni apabila seorang dokter tidak dapat menyembuhkan pasien sebagai perbuatan malpraktek. Bahkan lebih parah lagi, apabila seorang pasien meninggal dunia, di dal...
	Pengertian negligence menurut Black Law Dictionary cukup rinci, yaitu untuk dapat menentukan adanya malpraktek medik yang menimbulkan tanggungjawab medik, maka unsur utamanya adalah adanya kelalaian (negligence). Kelalaian dalam arti yang umum adalah ...
	Pembuktian pada kasus malpraktek medik didasarkan pada terpenuhi tidaknya semua unsur delik karena tergantung dari jenis malpraktek yang didakwakan.   Malpraktek medik merupakan delik umum, maka pembuktiannya pun tunduk pada acara pidana yang berlaku...
	Meskipun perlu dipahami kalau tidak setiap tindakan medis yang tidak sesuai dengan harapan pasien merupakan tindakan malpraktek karena bisa jadi itu merupakan bagian dari apa yang disebut resiko tindakan medis. Hal ini hanya dapat dijadikan persangkaa...
	Informed Consent adalah suatu kesepakatan / persetujuan pasien atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disert...
	Seperti dikatakan dalam uraian di atas bahwa membuktikan terjadinya kasus malpraktek bukanlah hal yang mudah dan oleh karena itu diperlukanlah alat bukti. Alat bukti dapat berupa saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Reka...
	Pada saat terjadinya kasus dugaan malpraktek maka yang memungkinkan digunakan sebagai alat bukti adanya hubungan teraupetik   adalah Informed Consent yang dibuat secara tertulis. Persoalannya adalah tidak mudah membuktikan bahwa persetujuan tersebut d...
	Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang bagaimana sebenarnya informed consent, untuk itu penulis mengangkat masalah ini dalam penulisan disertasi dengan judul: “Rekonstruksi Sanksi Hukum Pada Informed Consent Yang Dilakukan Oleh Dokter ...
	B. Rumusan Masalah
	Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :
	a. Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Informed Consent yang dilakukan dokter di Indonesia?
	b. Mengapa penerapan sanksi hukum informed consent yang dilakukan saat ini belum berbasis nilai keadilan di Indonesia?
	c. Bagaimana Rekonstruksi Perundang-Undangan Informed Consent yang dilakukan oleh dokter berbasis nilai keadilan?
	C. Tujuan Penelitian
	Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pelaksanaan Informed Consent yang dilakukan dokter di Indonesia.
	b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Penerapan Pelaksanaan Informed Consent yang dilakukan dokter di Indonesia belum berbasis nilai keadilan
	c.  Untuk melakukan Rekonstruksi Informed Consent yang yang dilakukan oleh dokter berbasis nilai keadilan.
	D. Manfaat Penelitian
	1. Secara Teoritis.
	Manfaat penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum pidana yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal pemidanaan, khususnya penerapan ma...
	2. Secara Praktis
	Secara praktis bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap dalam mencegah dan mengatasi malpraktek dan tindak pidana medic di Indonesia.
	E. Kerangka Konseptual
	1.  Sanksi Hukum Informed Consent.
	Informed Consent merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam dunia kedokteran dan hukum yang modern seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran dan pengakuan yang lebih  besar  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia.  Sebab,  dalam  hubungan  a...
	Dalam  Undang-Undang  Praktek  Kedokteran  kewajiban  membuat  Informed  consent tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) sampai (6) yang berbunyi :
	(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
	(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya  mencakup :a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungki...
	(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
	(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko
	tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
	(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),  dan ayat (5) diatur  dengan Peraturan Menteri.
	Dari penjelasan ayat (3) disebutkan bahwa penjelasan hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan persetujuan. Selanjutnya persetujuan lisan dalam ayat (4) adalah persetujuan yang diberik...
	Permenkes No. 1419/Menkes/Per/X/2005 belum menjelaskan aturan yang rinci persetujuan tindakan medis, Karena  belum  ada  aturan  secara  rinci  tentang  Informed  Consent  dalam  Permenkes tersebut maka berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 81 Undang-...
	Dalam hal tindakan dokter tidak menimbulkan kerugian atau intervensi tubuh pasien, ketiadaan Informed Consent mungkin tidak akan menimbulkan masalah. Namun bila dokter melakukan  intervensi  terhadap  tubuh  pasien  sehingga  menimbulkan  luka  atau  ...
	Hukum di berbagai negara menyatakan bahwa akibat dari ketiadaan Informed Consent setara dengan tindakan kelalaian atau keteledoran. Namun dalam beberapa hal disebut pula setara dengan perbuatan kesengajaan, sehingga derajat kesalahan menjadi lebih tin...
	3. Berbasis Nilai Keadilan
	Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar Negara. Pancasila sebagai dasr Negara atau falsafah Negara (filosofische grandslog) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi Negara Indonesia. Secara aksiol...
	Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia lah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu nilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah l...
	Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar Negara, yaitu Pancasila yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil m...
	Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu :5F
	Adil berartu menempatkan sesuatu pada tempatnya
	Adil berarti menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang
	Adil berarti memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesame yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.
	Lebih lanjut dalam menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila...
	Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasiona...
	Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang. Jadi, bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun terbilang mantap.7F  Lebih lanjut, apabila dihubungkan dengan keadilan sosial, maka keadi...
	Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak
	Menumpas keaniayaan, ketakutan, dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha
	Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.
	Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang main hakim sendiri. Sebenarnya perbuatan tersebut sama halnya dengan perbuata...
	Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial tersebut harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua p...
	Keadilan merupakan suatu nilai yang berlaku universal. Suatu Negara telah menerapkan nilai keadilan, indikatornya adalah apabila setiap orang dalam Negara telah menerima apa yang menjadi haknya, maka keadilan telah terlaksana dengan baik di Negara te...
	Suatu hak yang diberikan kepada seseorang karena dia manusia, maka hak itu dikenal dengan Human Rights (hak asasi manusia), kalau hak keseseorang diberikan oleh konstitusi (UUD) maka dikenal dengan Constitutional Rights atau Hak Konstitusional. Kalau...
	Keadilan merupakan salah satu topic dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori-teori hukum alam yang mengutamakan the search for justice sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.9F  Masalah keadilan...
	Siapa saja dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan dan realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang sangat sulit. Orang juga dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari saat ini diskursus tentang keadilan begitu pa...
	Sila kelima dalam Dasar Negara Republik Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu, dikembangkan perbuatannya luhur yang m...
	Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan da...
	Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama meliputi:
	Keadilan distributif
	Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilaman hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama (just ice is done when equelz are treated equally). Keadilan distributif sendiri, yaitu suatu hub...
	Keadilan Legal (Keadilan Bertaat)
	Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan huku...
	Keadilan Komulatif
	Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian, keadilan ini merupakan ases pertalian dan keter...
	Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkantujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdas...
	Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu Negara berkebangsaan, mengharuskan Negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan ...
	Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
	Peradilan yang bebas
	Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
	Menurut TAP MPR No. 1 Tahun 2003 disepakati 45 butir nilai-nilai Pancasila dan nilai keadilan Pancasila, yakni :
	Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
	Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
	Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
	Menghormati hak orang lain
	Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
	Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemeraasan terhadap orang lain
	Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
	Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
	Suka bekerja keras
	Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
	Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
	F. Orisinalitas Penelitian
	Berdasarkan pengetahuan dari penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan Rekonstruksi sanksi Informed Consent yang dilakukan oleh Dokter Berbasis Nilai Keadilan Dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Prak...
	Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian disertasi mengenai Rekonstruksi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam UU No. 35/2009  Tentang Narkotika Berbasis Nilai Keadilan memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan ole...
	G. Kerangka Teoritis
	1. Fungsi Kerangka Teori
	Fungsi kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, dalam teori tesis ini mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.  Suatu kerangka teori bertujuan untuk meny...
	Teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lain...
	Teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lain...
	Sebagai Grand Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori negara hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diamandemen disebutkan bahwa: ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, segala sesuatu haruslah ...
	Pada tataran teori utama atau Grend Theory dipergunakan Teori Negara Hukum dengan alasanbahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga. Kemudian alasan penggunaan teori Negara hukum didasar...
	Berdasarkan unsur-unsur Negara hukum formal yang dikemukaka Frederich Julius Stahl dapat diketahui bahwa tujuan Negara hukum adalah untuk melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membetasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan Negara deng...
	Ajaran rechtsstaat dalam perkembangan selanjutnya juga mengalami penyempurnaan antara lain melalui pemikiran Paul Scholten dalam membahas Negara hukum tersebut dalam asas dan aspek. Menurut Paul Scholten, ada dua asas Negara hukum yaitu :
	Adanya hak warga Negara yang mencakup dua aspek, pertama hak individu yang pada prinsipnya berada diluar wewenang Negara, kedua pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan Undang-Undang yang berupa peraturan yang berlaku umum.
	Adanya pemisahan kekuasaan disamping konsep rechtsstaat dikenal juga ajaran the rule of law yang berasal dari sistem hukum Dicey ysng mengemukakan tiga unsur utama the rule of law yaitu, supremacy of law, equality before the law and constitution based...
	Prinsip persamaan dihadapan hukum mengandung makna bahwa semua warga Negara tidak ada yang berbeda dihadapan hukum, baik pejabat Negara maupun warga Negara bias berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. Dalam ajaran the rule of law tidak dikenal p...
	Selain itu dalam ajaran the rule of law, hukum konstitusi bukan sumber tetapi merupakan kansekuensi dan hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegakkan oleh peradilan. Konstitusi di Negara-negara Anglo saxon seperti di Inggris tidak tertulis dalam do...
	Pandangan AV Dicey tentang unsur-unsur tersebut dikatakan pandangan murni dan sempit karena ketiga unsur utama yang  dikemukakannya tentang the rule of law, intinya adalah common lawsebagai dasar perlindungan terhadap kebebasan individudan kesewenang...
	The rule of law yang dikemukakan Dicey mengalami perkembangan oleh pemikiran Wade dan Geofrey Philip yang berpendapat bahwa walaupun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial dari ajaran the rule of law, namun turut campur tangan pemerintah dala...
	Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melakukan tugas kenegaraannya tidak dianggap melanggar rule of law15F . Karena freies ermessen berarti ia dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan pendapat yang wajar, apabila tidak dapat suat...
	Berbicara penegakan hukum erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Sebagaimana telah dijelasan dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Menurut Supomo, negara hukum artin...
	Negara hukum menurut Oemar Senoadji harus memiliki empat elemen pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas serta hakim yang bebas dan tidak memihak , disamping mengandung persamaan dalam bidag politik, hukum, social, ekonomi...
	Dalam sejarah perkembangannya konsep negara hukum mulai disebut sebagai demockratische rechtsstaaat yaitu negara yang liberal berlandaskan pada pemikiran kenegaraan John Locke, Montesqueu dan Immanuel Kant, dengan prinsip demikratis berlandaskan pada...
	Asas-asas demokrasi yang melandasi rechstaat menurut SW Cowentberg meliputi lima asas anatara lain yaitu asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung jawaban, dan asas publik. Konsep negara hukum Immanuel kant yang dinamaka...
	Konsepsi negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara tersebut tidak memberikan penghargaan dan jaminan hak asasi manusia, karena ciri-ciri suatu negara hukum sebenarnya terdir...
	Pentingnya menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat negara hukum adalah dikarenakan negara hukum menghendaki agara setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kekausaan atau kemauan kuasa pen...
	Menurut Friedman, negara hukum identik dengan  rule of law. Istilah  rechtstaat menurut Friedman adalah pembatasan kekuasaan negara oleh hukum22F . Dalam pada itu Padmo Wahjono mengatakan istilah rechtssaat yang dipakai dalam kostitusi Indonesia haru...
	Kekuasaan yang merdeka dan mandiri harus diartikan dan diwujudkan dalam segala bidang atau proses peradilan. Akan tetapi terdapat pandangan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman bukan berarti bebas menyendiri yang bebas dari intervensi. Dalam dunia y...
	“ The principle of complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our island life. The judge has not only to do justice between man and man. He also hqas to do justice between the citizen and state. He ha...
	Fungsi kekuasaan kehakiman secara sempit adalah penegakan hukum. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu perbedaan antara realita dalam masyarakat dengan keajegan yang telah ditetapkan oleh undang-Undang. Hal tersebut disebutkan oleh Ros...
	2. Konsepsi Negara Hukum Di Indonesia
	Penegakan hukum pada dasarnya bagaimana negara bisa menjamin atau memberikan ketentraman kepada warga negara apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum pada hakekat nya adalah usaha atau upaya untuk mencapai keadilan. Sesuatu yang dilindungi d...
	Penegakan hukum akan tercapai apabila dalam pelaksaannya menjunjung tinggi asas ini,tujuan penegakan hukum yaitu mencapai kebenaran dan keadilan tidaka akan tercapai. Soerjono Soekanto menjelaskan faktor-faktor yang memepengaruhi penegakan hukum, yai...
	Oleh karena itu kebutuhan akan pengadilan masih tetap ada dan relevan walaupun ada anggapan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang pengadilan ada kalanya dianggap perpanjangan tangan kekuasaan, bahkan di beberapa negara pengadilan dianggap tid...
	Melalui putusan-putusan pengadilan inilah dapat dilihat apakah putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau malah berpihak pada kepentingan-kepentingan yang lebih besar baik dari sudut ekonomi, politik dan kekuasaan. Kritik yang sering...
	Mahalnya biaya pengadilan ini praktek administrasi peradilan yang buruk, juga disertai praktek korupsi, tanpa praktek korupsi proses peradilan akan memakan waktu yang sangat panjang.29F
	Kritik lain terhadap pengadilan adalah kurang responsifnya pengadilan terhadap kepentingan masyarakat. Hal seperti dikatakan juga oleh Tony Adam,  the court are extremely clogged up and are generally unresponsive to the needs of the public  selain itu...
	Menyelesaikan masalah, malahan membuat masalah baru, membingungkan juga tidak memberi kepastian hukum (uncertainty) dan tidak bisa di prediksi (unpredictable). Di samping itu ada disparitas dalam berbagai putusan walaupun perkaranya sama. Pada hal da...
	Penegakan asas  equality before the law dalam penegakan hukum seyogyanya dapat melindungi orang miskin, karena selama ini apabila berhadapan dengan dengan orang miskin hukum dapat diterapkan dengan ketat dan tegas, pengadilan biasanya tertutup bagi s...
	Sebagai suatu negara hukum (rechtstaat), negara akan menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Hal ini dapat kit...
	Walaupun negara sebagai pencipta hukum, bukan berarti dia (negara) dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi tunduk pada hukum yang diciptakannya tersebut. Adanya argumentasi seperti ini mengakibatkan negara hanya berfungsi menciptakan hukum, dan melal...
	Pengertian negara hukum dalam arti materiil berarti bahwa negara hukum disamping mempertahankan dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Sehingga menjadikan negara tidak han...
	Prinsip-prinsip negara hukum menurut J.B.J.M. Ten Berge dalam Ridwan HR harus memuat beberapa syarat35F , yaitu: pertama, asas legalitas, merupakan pembatasan kebebasan warga negara dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-Undang seca...
	Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah...
	Prinsip-prinsip negara hukum juga dapat kita lihat pada pendapat H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip negara hukum yaitu36F : pertama, pemerintah berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberi...
	Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Pernyataan ini tertuang di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1...
	Substansi adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, atau apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah yang digunakan. Aturan substansinya adalah menetapkan bagaimana orang-orang harus dan boleh berprila...
	Menurut Lawrence M. Friedman, ”budaya hukum sebagai mesin yang menggerakkan tatanan hukum untuk mewujudkan keadilan. Budaya hukum yang dimaksud adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan dan pendapat umum. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah s...
	Proses penegakan hukum seperti upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dalam perjalanannya selalu akan menemui hambatan dan hambatan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum tersebut. Pada masa dahulu, mungkin kita mengenal bentuk kejahatan ...
	Saat ini bentuk kejahatan sudah berubah, tidak sederhana lagi. Kejahatan cenderung dilakukan sekaligus pada satu waktu dan tempat yang bersamaan. Banyak kita dengar berita tentang adanya suatu peristiwa perampokan, setelah itu memperkosa keluarga kor...
	Menjadi kenyataan bahwa semakin maju suatu negara akan semakin banyak pula muncul bentuk kejahatan di negara tersebut. Kemajuan teknologi dan komunikasi yang membawa kemajuan suatu negara mendukung pula terlaksananya kejahatan-kejahatan yang semakin ...
	”Sebagai negara hukum harus memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:
	Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
	Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
	Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
	Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlejke controle)42F
	Lebih lanjut diuraikan bahwa dari kriteria negara hukum di atas, maka hukum yang dibuat harus dapat melindungi warganya serta bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran Utility dari Jeremy Bentham dalam konsepsinya yang menya...
	Penjabaran atas pembukaan UUD 1945 tersebut ditindaklanjuti sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta ...
	Suatu negara hukum (rechtstaat) akan menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Konsepsi ini memberikan pemahaman ...
	Walaupun negara sebagai pencipta hukum, bukan berarti dia (negara) dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi tunduk pada hukum yang diciptakannya tersebut. Adanya argumentasi seperti ini mengakibatkan negara hanya berfungsi menciptakan hukum, dan melalu...
	Pengertian negara hukum dalam arti materiil berarti bahwa negara hukum disamping mempertahankan dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Sehingga menjadikan negara tidak hany...
	Berdasarkan konsep negara hukum materiil ini dapat dilihat unsur terpenting sebagai suatu negara hukum, yakni: (1) adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan; (3) adanya legalitas terhadap pemerintahan; (4...
	Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Pernyataan ini tertuang di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 19...
	Dalam sejarah perkembangannya konsep negara hukum mulai disebut sebagai demockratische rechtsstaaat yaitu negara yang liberal berlandaskan pada pemikiran kenegaraan John Locke, Montesqueu dan Immanuel Kant, dengan prinsip demikratis berlandaskan pada ...
	Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu freedom from arbitrary and unreasonable exercice of the power and authory47F  konsep equality mengandung abstrak dan formal dan dari sini mengalir prinsip one month-vote48F  atas dasar demokratis, rechst...
	Asas-asas demokrasi yang melandasi rechstaat menurut SW Cowentberg meliputi lima asas anatara lain yaitu asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung jawaban, dan asas publik. Konsep negara hukum Immanuel kant yang dinamakan...
	Pentingnya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitutional yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat). Indonesia adalah negara berkedaulatan r...
	Konsepsi negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara tersebut tidak memberikan penghargaan dan jaminan hak asasi manusia, karena ciri-ciri suatu negara hukum sebenarnya terdiri...
	Pentingnya menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat negara hukum adalah dikarenakan negara hukum menghendaki agara setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kekausaan atau kemauan kuasa pen...
	Menurut Friedman, negara hukum identik dengan  rule of law. Istilah  rechtstaat menurut Friedman adalah pembatasan kekuasaan negara oleh hukum50F  . Dalam pada itu Padmo Wahjono mengatakan istilah rechtssaat yang dipakai dalam kostitusi Indonesia haru...
	Kekuasaan yang merdeka dan mandiri harus diartikan dan diwujudkan dalam segala bidang atau proses peradilan. Akan tetapi terdapat pandangan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman bukan berarti bebas menyendiri yang bebas dari intervensi. Dalam dunia ya...
	Betapa  pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, tampak dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut:“ The principle of complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our island life. The judge has not ...
	Fungsi kekuasaan kehakiman secara sempit adalah penegakan hukum. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu perbedaan antara realita dalam masyarakat dengan keajegan yang telah ditetapkan oleh undang-Undang. Hal tersebut disebutkan oleh Ros...
	Penegakan hukum pada dasarnya bagaimana negara bisa menjamin atau memberikan ketentraman kepada warga negara apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum pada hakekat nya adalah usaha atau upaya untuk mencapai keadilan. Sesuatu yang dilindungi da...
	Penegakan hukum akan tercapai apabila dalam pelaksaannya menjunjung tinggi asas ini,tujuan penegakan hukum yaitu mencapai kebenaran dan keadilan tidaka akan tercapai. Soerjono Soekanto menjelaskan faktor-faktor yang memepengaruhi penegakan hukum, yait...
	Pencapaian keadilan harus berlaku disemua bidang hukum. Dalam teori dan praktek selama ini terdapat pemilihan antara kebenaran formal dan kebenaran materil. Di bidang hukum pidana penegakan hukum diarahkan kepada pencapaian kebenaran materil sedangkan...
	Disamping untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, pengadilan juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang tidaka dapat diselesaikan secara musyawarah. Fungsi pengadilan itu dijabarkan sebagai berikut: Sebagai katip p...
	Sebagai benteng terakhir pencari keadilan peran pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan semakin dituntut. Melauli putusan-putusan pengadilan inilah dapat dilihat apakah putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau malah berpi...
	Kritik seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara manapun seperti Amerika serikat sering terjadi. Pengadilan dituding telah menghancurkan perekonomian nasional disebabkan oleh mahalnya biaya peradilan. Tony Adam menulis  law ha...
	Kritik lain terhadap pengadilan adalah kurang responsifnya pengadilan terhadap kepentingan masyarakat. Hal seperti dikatakan juga oleh Tony Adam,  the court are extremely clogged up and are generally unresponsive to the needs of the public  selain itu...
	Menyelesaikan masalah, malahan membuat masalah baru, membingungkan juga tidak memberi kepastian hukum (uncertainty) dan tidak bisa di prediksi (unpredictable). Di samping itu ada disparitas dalam berbagai putusan walaupun perkaranya sama. Pada hal dal...
	Penegakan asa  equality before the law dalam penegakan hukum seyogyanya dapat melindungi orang miskin, karena selama ini apabila berhadapan dengan dengan orang miskin hukum dapat diterapkan dengan ketat dan tegas, pengadilan biasanya tertutup bagi si ...
	Sebagai suatu negara hukum (rechtstaat), negara akan menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Hal ini dapat kita...
	Walaupun negara sebagai pencipta hukum, bukan berarti dia (negara) dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi tunduk pada hukum yang diciptakannya tersebut. Adanya argumentasi seperti ini mengakibatkan negara hanya berfungsi menciptakan hukum, dan melalu...
	Pengertian negara hukum dalam arti materiil berarti bahwa negara hukum disamping mempertahankan dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Sehingga menjadikan negara tidak hany...
	Berdasarkan konsep negara hukum materiil ini dapat dilihat unsur terpenting sebagai suatu negara hukum, yakni: (1) adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan; (3) adanya legalitas terhadap pemerintahan; (4...
	Prinsip-prinsip negara hukum menurut J.B.J.M. Ten Berge dalam Ridwan HR harus memuat beberapa syarat61F , yaitu: pertama, asas legalitas, merupakan pembatasan kebebasan warga negara dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-Undang seca...
	Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah...
	Prinsip-prinsip negara hukum juga dapat kita lihat pada pendapat H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip negara hukum yaitu: pertama, pemerintah berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan o...
	Terkait dengan penegakan hukum, Friedman62F  mengatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: pertama, struktur hukum, kedua, substansi hukum, dan ketiga, budaya hukum. Substansi adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata man...
	Struktur hukum dapat diibaratkan sebuah mesin, sementara substansi hukum apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin tersebut. Struktur hukum memiliki pola, bentuk dan gaya yang dapat dijabarkan dalam bagan organisasi, bagaimana nantinya ilmu hukum...
	Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tatanan hukum yang ada mewujudkan keadilan. Budaya hukum yang dimaksud adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan dan pendapat umum. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah...
	Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh sua...
	Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Ada 4 (empat) fungsi sistem hukum menurut friedman, yaitu:65F
	Fungsi control social (Social control). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai control social dari pemerintah.
	Berfungsi sebagai secara penyelesaian sengketa (dispute setlement) dan konflik (conflict). Penyelasaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (micro). Sebaliknya pertentangan–pertentangan ya...
	Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa social (retribution function and social engineering function). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
	Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance function). Fungsi ini berguna untukk mengadakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (rule of the game).
	Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi  penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai d...
	Penggunaan teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk yang meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.  Oleh karenanya sebagai middle teori yang digunaakan Dlam penelitian ini adalah  teori retributif dan teori utili...
	Pandangan dalam teori retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan warga masyarakat sehingga pandangan teori ini, melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan ...
	Pemidanaan dalam tindakan medik apabila kita berbicara mengenai hukum apa adanya, maka akan dihadapkan pada suatu ajaran mengenai hukum murni sebagai suatu tatanan aturan yang pasti tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum tanpa melihat unsur-uns...
	Teori Kelsen tersebut, sebenarnya tidaklah terlalu jauh dengan ajaran yang dikemukakan oleh John Austin, yang menyatakan bahwa hukum itu adalah perintah pihak yang berdaulat (law was the command of soverign), berkaitan dengan hukum positif atau dengan...
	Keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan yang fundamental dalam system hukum pidana, yaitu keadilan retributive (retributive justice) dan keadilan restorative (restorative justice). Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam mel...
	Prespektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (public order) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Pemidanaan model retributif, mend...
	Keadilan mensyaratkan bahwa struktur dasar masyarakat disusun sedemikian rupa agar memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung, maka sebuah Negara yang kuat akan dibutuhkan untuk memenuhi tujuan ini. Dengan kata lain, jenis Negara, ke...
	Penggunaan pemidanaan khususnya pidana penjara banyak mendapatkan kritikan yang cukup menarik dilihat dari sudut politik criminal ialah adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana p...
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	I. Metode Penelitian Disertasi
	Spesifikasi Penelitian
	Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara yuridis normative dan yuridis empiris.66F  Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah explanatori (explanatory legal research) karena menganalisis permasalahan sosial me...
	Rekonstruksi ketentuan tindak pidana Informed consent. Berbasis Nilai Keadilan
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	Teori  Keadilan
	(middle theory)
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	Teori Penegakan Hukum
	(apllied theory)
	Legal research, according to one source, is the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making. In its broadest sense, legal research includes each step of a course of action that begins with an analysis o...
	Penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah proses mengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan anal...
	Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian ...
	Menurut Kirk dan Miller penelitian hukum yuridis sosiologis atau yuridis empiris penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun d...
	Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas Malpraktek yang dilakukan dokter Berbasis Keadilan, ciri utamanya adalah melakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan latar (sett...
	Metode Pendekatan.
	Penelitian ini menggunakan pendekatan social legal research, Tamahana menyatakan bahwa socio-legal studies ditujukan kepada Law and Society Studies73F . Menurut F.X. Adji Samekto, Social legal studies mengkonsepkan hukum sebagai norma dan sekaligus se...
	Sri Kastini menyebut Penelitian socio-legal research merupakan penelitian hukum yang menambah pengetahuan yang akan dijadikan dasar bagi penyusunan strategi pemecahan masalah.75F  Esmi Warassih menyebutkan paradigma non positivistik yakni penelitian h...
	Dengan pendekatan socio-legal studies penelitia ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal research yakni penelitian empiris (yuridis sosiologis) yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses beke...
	Alat Pengumpul Data
	Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan. Data sekunder mencakup (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum tersier.76F
	Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum yang berkembang di masyarakat77F  yang bersentuhan dengan praktik  bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan perundang-undangan yang terkait den...
	Menurut Sri Kastini sumber data statistik dapat dibagi atas internal dan eksternal. Data statistik internal adalah data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian sendiri, sedangkan data eksternal adalah data yang dikumpulkan oleh pihak luar.
	4 . Teknik Pengumpulan Data
	Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan para key informan yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan karakteristik penelitian.78F  Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu mengkonstruks...
	Untuk mendapatkan data yang akurat perlu distribusi sampling dan penentuan secara acak (random) baik sederhana maupun tidak sederhana.80F  Dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan keputusan tentang besar (magnitude) nilai-nilai parameter populasi ...
	Responden yang akan diwawancarai antara lain Praktisi Hukum Kesehatan dan Penegak Hukum (Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim dan LSM). Sementara pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkaian usaha untuk memper...
	Analisis Data
	Analisis data terhadap data primer, peneliti menggunakan teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (field). Selanjutnya peneliti melakukan penyusunan, pengkatagorian data dalam pol...
	Menurut E. Saefullah Wiradipradja, bahan yang telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan kategorinya masing-masing yang selanjutnya dilakukan interpretasi sebagai usaha mencari jawaban terhadap masalah penelitian.84F
	J.  Sistematika Penulisan.
	Agar diperoleh pemahaman yang menyatu dan memudahkan pembahasan dan tidak mengambang hasil penelitian dilakukan sitematika penulisan dalam 5 (lima) bab sebagaimana tersebut dibawah ini.
	Bab pertama sebagai bab pendahuluan disajikan dengan beberapa sub bab, yaitu: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, kerangka teoritis, kerangka pemikiran dan metode peneli...
	Bab kedua Pengaturan Informed Consent dalam Perudang-Undangan di Indonesia
	Bab ketiga Penerapan Ketentuan Informed Consent dalam Praktek Kedokteran di Indonesia
	Bab keempat membahas Rekonstruksi Hukum Pidana Medik dalam Praktek Informed Consent yang dilakukan Dokter
	Bab kelima sebagai bagian terakhir dari penulisan tesis ini berisi kesimpulan dan saran.
	BAB II
	TINJAUANPUSTAKA
	Tinjauan tentang Informed Consent
	Persetujuan dalam pelayanan medis pertama kali timbul di Inggris pada abad ke-18 yaitu pada kasus terjadinya pembedahan atau operasi yang dilakukan tanpa persetujuan hak orang lain. Di dalam hukum Inggris (Common Law)   dikenal istilah battery yaitu b...
	Kasus  Slater v. Baker Stapleton (1767) merupakan kasus pengadilan pertama di dunia tentang informed consent, dokter pada waktu itu divonis bersalah karena tanpa seijin pasien telah memisahkan lagi  callous dari suatu fraksi   yang   sebenarnya   suda...
	Tindakan tersebut dipersalahkan karena disamping dia tidak mendapat persetujuan dari pasiennya juga menyalahi standar profesi. Dari sudut pandang yang lain, Hermien Hedijati dan Fuady mengemukakan bahwa doktrin Informed Consent semula berawal dari tin...
	Para  dokter  tersebut  menyadari  bahwa penelitian ini berakibat matinya manusia yang menjadi objek penelitian. Perbuatan para dokter tersebut kemudian harus dipertanggungjawabkan di Pangadilan Nuremberg  yang akhirnya  memutuskan  bahwa para dokter ...
	Pada hakikatnya, persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah Informed Consent merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri di dalam praktek dokter. Penentuan nasib sendiri adalah nilai/ sasaran informed consent, sedangkan...
	Pengertian  tentang Informed Consent menurut Komalawati sendiri  mencakup peraturan yang  mengatur  perilaku  dokter  dalam  berinteraksi  dengan  pasien,  disamping  merupakan landasan etis untuk menghargai nilai otonom. Oleh karena itu, gagasan dasa...
	Informed Consent adalah  persetujuan dari pihak pasien atau dari keluarga pasien jika pasien tidak mungkin memberikan persetujuan secara bebas dan bernalar atas tindakan  yang akan dilakukan oleh dokter atas tubuhnya atau atas diagnostik, terapeutik d...
	Consent  (persetujuan)    merupakan  dasar  yuridis  pembenaran  dilakukannya  tindakan medis atau operasi. Untuk melakukan tindakan pembedahan, dokter akan melukai pasien dengan pisau,   sehingga bila persetujuan (consent) tidak ada, dokter dapat dia...
	Persetujuan tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dapat disampaikan secara tegas atau diam-diam. Secara tegas dapat disampaikan dengan kata- kata langsung baik lisan maupun tulisan. Bentuk yang paling tidak diragu...
	Informed Consent dari pasien dapat dilakukan antara lain: 1)  Dengan bahasa yang sempurna dan tertulis; 2)  Dengan bahasa yang sempurna secara lisan; 3)  Dengan bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan; 4) Dengan bahasa isyarat ...
	Untuk menjadi suatu doktrin hukum, Appelbaum mengatakan bahwa  Informed Consent harus memenuhi syarat, sebagai berikut :  Adanya kewajiban dari dokter untuk menjelaskan informasi kepada pasien dan adanya kewajiban  dari dokter untuk mendapatkan izin a...
	Komponen-komponen yang harus terkandung dalam Informed Consent ada 4 (empat) yaitu ;1)  Pasien harus mempunyai kemampuan (capacity or ability) untuk mengambil keputusan. 2)  Dokter harus member informasi mengenai tindakan yang hendak dilakukan, penget...
	Tentang seberapa jauh informasi yang diwajibkan oleh hukum terhadap dokter kepada pasien didasarkan atas 4 macam standar:
	1)  Standar profesional
	Sering juga disebut dengan standar dokter yang patut atau reasonable physician standar. Keterbukaan informasi ditentukan oleh faktor dokternya sendiri, dimana dokter menilai apakah pemberian informasi tersebut sudah sesuai dengan profesional kedoktera...
	2)  Standar subjektif
	Ukuran  standar  ditentukan  oleh  faktor  pasien  yang  bersangkutan  yaitu  sejauh  mana pasien  yang  sedang  diobati  memerlukan  informasi  untuk  diketahui  dan  dimengerti, sejauh itulah informasi harus diberikan oleh dokter.
	3)  Standar objektif
	Disebut juga standar material atau standar pasien yang rasional (reasonable patient). Informasi yang diberikan didasari pada anggapan pasien sebagai orang yang rasional dalam posisi dan keadaan penyakit serta pengobatan seperti itu sehingga memerlukan...
	Pendekatan dengan standar ini dilakukan dengan berbagai variasi antara lain : Menggunakan standar objektif, tetapi dalam hal-hal tertentu tetap menggunakan saksi ahli di bidang kedokteran. Digunakan standar dimana tidak diperlukan disclosure terhadap ...
	Standar/tingkat  keterbukaan  informasi  dalam  kasus-kasus  Informed  Consent  setara dengan standar/tingkat keterbukaan informasi terhadap kasus-kasus kelalaian melakukan diagnosis atau kelalaian pengobatan. Mengenai informasi yang harus diberikan k...
	Hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang. Yang berupa idea tau konsep tentang keadilan, Kepastian hukum dan...
	Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut: Penyelidik, jaksa...
	Penegakan hukum sebagai suatu proses, sesungguhnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan putusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Atas dasar itulah dapat dipahami bahwa...
	Ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial (social order), fungsi penegakan hukum adalah sebagai berikut: The actual enforcement law yang meliputi tindakan penyelidikan (investigation), penangkapan (arrest), penahanan (detention), persidangan peng...
	Di Indonesia, penegakan hukum (law enforcement) adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum acara pidana. Tidak heran jika penegakan hukum di Indonesia samar-samar. Disamping itu, pen...
	Sistem Penegakan Hukum yang baik dengan demikian terkait erat dengan keserasian antara kaidah dengan perilaku nyata. Dalam kehidupannya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu tentang yang baik dan yang buruk. Pandangan tersebut ...
	Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya te...
	Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu ditinjau dari sudut subjeknya dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tida...
	Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti l...
	Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian le...
	Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian. Kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penegakan khusus.
	Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terleta...
	Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut faktor hukunya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebgai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau ...
	Faktor Penegak Hukum, secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.
	Faktor sarana atau fasilitas, sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keungan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka musta...
	Faktor Masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, makan akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadara...
	Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni: Pengetahuan hukum, ...
	Faktor Kebudayaan, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstarak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehing...
	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dalam Praktek Medik Dan Akibat Hukumnya.
	Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus mempunyai aturan hukum yang jelas agar ia dapat dinyatakan bersalah dan dihukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang merupakan induk dari segala peraturan mengen...
	Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana tersebut dikenallah azas legalitas. Menurut Ruba’i, ”Asas legalitas merupakan asas yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang merupakan terjemahan dari principl...
	Asas legalitas diberlakukan agar terjamin suatu kepastian hukum di masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat dijalankan. Dengan demikian, negara hukum yang dicita-citakan dapat direalisasikan, sehingga hukum dapat berperan sebagai pengatur kehidupan ...
	Jika perangkat hukum pidana yang tidak (belum cukup) mengaturnya, melalui kebijakan (politik) hukum pidana, maka perbuatan tertentu yang semula tidak dilarang kemudian dilarang dan diancam sanksi pidana adalah bentuk pemecahan masalah sosial model huk...
	Salah satu prinsip/asas dalam hukum pidana yang juga termasuk prinsip HAM yaitu; prinsip ”tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas), disebut juga dengan asas ”Geen straf zonder schuld (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan)”. Asas ini berkai...
	Prinsip ini di dalam konsep 1993 ditegaskan dalam Pasal 44 KUH Pidana yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam prinsip-prinsip berikut: seseorang hanya dapat dipidana jika dipandang mampu bertanggung jawab, yaitu tidak menderita gangguan jiwa, penya...
	Terhadap orang yang kurang mampu bertanggung jawab, dapat dikenai pengurangan pidana atau hanya dikenakan tindakan Pada prinsipnya hanya orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja (dolus) saja yang dapat dipidana, pemidanaan terhadap delik culp...
	Pertanggungjawaban terhadap akibat yang diperberat ancaman pidananya oleh UU hanya dapat dikenakan apabila ada dolus eventualis atau sekurang-kurangnya ada kealpaan/culpa.
	HAM sangat berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan humanistis atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide individualisasi pidana. Menurut ...
	Berdasarkan pasal-pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat salah satu pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban, pasal dimaksud adalah: Pasal 14c ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: Pasal-pasal...
	Pasal 14c ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: Kalau ada alasannya, maka dalam perintahnya, hakim boleh mewajibkan kepada sebuah balai yang mempunyai hak badan hukum (rechtspersoon) dan berkedudukan di Negara Indonesia, atau kepa...
	Pasal 14c (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: perjanjian-perjanjian itu tidak boleh membatasi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik”. Dari pasal tersebut di atas korban tidak mendapatkan perlindungan secara langsung. Kalau korban...
	BAB III
	PENERAPAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENT YANG DILAKUKAN DOKTER DI INDONESIA
	Kedudukan Informed Consent Sebagai Alat Bukti
	Kebenaran yang dicari dalam hukum pidana bukan sekedar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil. Prosedur dalam mencari kebenaran tersebut wajib menggunakan alat-alat bukti tertentu menurut ketentuan undang-undang. Dalam hukum acara pidana di...
	Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif  (Positief   Wettelijk Bewijstheorie) Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.
	Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat- alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijshteorie).
	Menurut   Simons  sistem   pembuktian   undang-undang   secara   positif  berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif  hakim  dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Wirjono Prodjodikoro menolak siste...
	Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (Conviction Intime) Pembuktian dalam hukum acara pidana oleh Rusli Muhammad dikatakan sebagai upaya dan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna mempeleh keyakinan atas benar ti...
	Penerapan Pelaksanaan Informed Consent
	Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Dokter sebagai salah satu ko...
	Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medik bagi orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki harus terus menerus dipertahan...
	Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan hukum yang diajukan seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter. Istilah malpraktek merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi. Kasus-...
	Pengertian malpraktek diatas menyebutkan adanya kesembronoan (professional misconduct) atau kekurangan ketrampilan yang tidak dapat diterima (unreasonable lack of skill) yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan d...
	Secara khusus tentunya dikenal adanya medical malpractice. Yang dimaksudkan dengan medical malpractice adalah: “In medical malpractice litigation, negligence is the predominant theory of liability. In order to recover for negligent malpractice, the pl...
	Malpraktek medik dalam proses pengadilan memerlukan penentuan tentang kelalaian dalam teori pertanggungjawaban hukum. Dalam proses di pengadilan, kemudian pertanggungjawaban hukum selalu menuntut dipenuhinya unsur - unsur dari  perbuatan  melanggar  h...
	Untuk mendapatkan pengertian lebih jelas mengenai malpraktek medik, perlu pula diberikan pengertian tentang “maltreatment” yaitu pemberian pelayanan pengobatan dan perawatan yang tidak pantas atau yang tidak dilakukan dengan keterampilan. Hal ini dapa...
	Selanjutnya untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang malpraktek medik, maka perlu pula digambarkan tentang apa yang dikenal sebagai “standard of care”,yaitu derajat pemeliharaan dari orang yang hati-hati yang akan diberikan dalam situasi d...
	Akhir-akhir ini ada kecenderungan umum yang memberikan pengertian dari malpraktek medik, yakni apabila seorang dokter tidak dapat menyembuhkan pasien sebagai perbuatan malpraktek. Bahkan lebih parah lagi, apabila seorang pasien meninggal dunia, di dal...
	Pembuktian pada kasus malpraktek medik didasarkan pada terpenuhi tidaknya semua unsur delik karena tergantung dari jenis malpraktek yang didakwakan. Malpraktek medik merupakan delik umum, maka pembuktiannya pun tunduk pada acara pidana yang berlaku ya...
	Pada kenyataannya sampai saat ini untuk membuktikan terjadinya malpraktek tidaklah mudah. Ratusan kasus dugaan malpraktek tidak tertangani dengan baik hampir di seluruh kepolisian di Indonesia, bahkan semua gagal menang di gugatan pidana. Kalaupun men...
	Dalam melakukan pelayanan kesehatan seorang dokter diwajibkan membuat rekam medis dan informed consent . Rekam Medis yaitu suatu rekaman atau catatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan kepada seorang pasien. Huffman, 1994 menyebutkan bahw...
	Seperti dikatakan dalam uraian di atas bahwa membuktikan terjadinya kasus malpraktek bukanlah hal yang mudah dan oleh karena itu diperlukanlah alat bukti. Alat bukti dapat berupa saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Reka...
	Dalam kaitannya dengan Informed Consent, menurut Veronika hubungan antara dokter dan pasien didasarkan atas 2 teori hukum yaitu Contract Theory dan Undertaking Theory. Berdasarkan Contract Theory maka adanya Informed Consent merupakan syarat utama yan...
	Definisi Rekam Medis menurut Walters dan Murphy yang dikutip oleh Sofwan Dahlan adalah kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang keadaan pasien selama dalam perawatan atau selama dalam pemeliharaan kesehatannya. Latar belakang perlunya dibua...
	Hayt and hayt mendefinisikan Rekam Medis sebagai berikut: “A medical record is the compilation of the pertinent facts of the patient’s life history, his illness, and treatment. In a larger sense the medical record is compilation of scientific data der...
	Gemala R. Hatta  juga merumuskan Rekam Medis kesehatan sebagai kumpulan segala kegiatan para pelayan kesehatan yang ditulis, digambarkan atas aktivitas merekam terhadap pasien. Pada masa lalu, ketika pelayanan kesehatan masih diliputi pandangan morali...
	Ketika jaman mulai berubah dan hak azasi manusia mendapat perhatian maka pola pikir tentang kedudukan pasien juga berubah. Hak-hak kodrat manusia yang bersifat luhur dan suci harus dihormati, termasuk hak-hak pasien atas catatan medis. Catatan medis i...
	Pengaruh besar dari deklarasi hak azasi manusia PBB tahun 1948 dan 1966 tentang the right to health care dan the right to self determination dan disusul dengan deklarasi hak azasi manusia tentang the right to information di Helinski tahun 1964. Mulail...
	Atas dasar pertimbangan tersebut, oleh pemerintah Indonesia ditetapkanlah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis. Sejak tahun 1989 penyelenggaraan rekam medis mempunyai kekuatan hukum di bidang hukum administra...
	Guna menunjang terselenggaranya rencana induk (master plan) yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan : Mempunyai dan merawat statistik yang muthakir dan Membina rekam medis berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan pada tanggal 6 Oktober 2...
	2. Fungsi dan Kepemilikan Rekam Medis.
	Pembuatan Rekam Medis terkait dengan standar pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Adanya Rekam Medis merupakan bukti adanya proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam Rekam Medis melip...
	Dalam Permenkes RI No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 isi Rekam Medis dibedakan atas 2 macam Rekam Medis, yaitu Rekam Medis untuk pasien rawat jalan dan Rekam Medis untuk pasien rawat inap. Pada Pasal 14 disebutkan bahwa pembuatan Rekam Medis untuk pasien r...
	Fungsi Rekam Medis dikenal dengan singkatan ALFRED (Administrastie, Legal, Financial, Reaserch, Education, Documentation). Menurut Pasal 13 Permenkes di atas , Rekam Medis berguna untuk :
	Dasa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
	Bahan pembuktian dalam perkara hukum;
	Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan;
	Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan;
	Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.93F
	Selain fungsi tersebut oleh M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, fungsi dan kegunaan rekam medis dipaparkan sebagai berikut : Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberi pelayanan pengobatan dan ...
	Merupakan dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan yang harus diberikan dokter kepada pasien. Sebagai bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung /dirawat di rumah sakit. Sebagai dasar analis...
	Sebagai dasar dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis pasien. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kepemilikan Rekam Medis dipisahkan a...
	Kepemilikan Rekam Medis juga dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa dokumen Rekam Medis milik dokter, dokter gigi atau sarana kesehatan, sedangkan isi Rekam Medis milik pasien. Oleh Sofwan Dahlan dikatakan bahwa jika...
	Dasar pemikiran ini sesuai dengan pandangan filosofis yang menyatakan bahwa “patient pays the treatment, not the record”, oleh sebab itu sudah tepat jika Pasal 10 ayat (1) Permenkes tentang Rekam Medis menegaskan bahwa Rekam Medis milik sarana kesehat...
	Rekam Medis dalam Perundang-undangan di Indonesia Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rekam Medis adalah Undang - Undang Praktek Kedokteran Pasal 46 ayat (1) sampai (3) dan Pasal 47 ayat (1) sampai (3), Permenkes Nomor. 1419/ Menkes/Pe...
	Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Pasal ...
	Namun ternyata terdapat beberapa ketentuan tentang pelaksanaan Rekam Medis yang belum diatur dalam di dalam Undang-Undang dan Permenkes tersebut, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum yang ada masih menggunakan Permenkes RI No. 749a/Men.Kes/Per/1989...
	Kegunaan Rekam Medis tercantum dalam Pasal 13 yaitu sebagai berikut : Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, Sebagai bahan pembuktian perkara hukum, Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, dan Sebagai bahan untuk menyi...
	Identita pasien.
	Anamnesa tentang riwayat pasien.
	Diagnosis terhadap penyakit pasien.
	Tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien.
	Untuk pasien rawat inap diwajibkan oleh Pasal 15 sekurang-kurangnya memuat :
	Identitas pasien.
	Anamnesa.
	Riwayat penyakit.
	Hasil pemeriksaan laboratorium.
	Diagnosa.
	Persetujuan tindakan medis.
	Tindakan/pengobatan.
	Catatan perawatan.
	Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.
	Resume akhir dan evaluasi pengobatan.94F
	Konsekuensi Hukum terhadap Ketiadaan Rekam Medis dan Peranan  Rekam Medis  sangat  penting dan  melekat  erat  dengan  kegiatan  pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa Rekam Medis dapat dianggap sebagai or...
	Sanksi terhadap dibuatnya Rekam Medis yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII/1989. Pelanggaran tidak dibuatnya Rekam Medis sebenarnya merupakan pelanggaran administrasi, namun dapat menja...
	Persetujuan dalam pelayanan medis pertama kali timbul di Inggris pada abad ke-18 yaitu pada kasus terjadinya pembedahan atau operasi yang dilakukan tanpa persetujuan hak orang lain. Di dalam hukum Inggris (Common Law) dikenal istilah battery yaitu bah...
	Tindakan tersebut dipersalahkan karena disamping dia tidak mendapat persetujuan dari pasiennya juga menyalahi standar profesi. Pengadilan akhirnya memutuskan bersalah terhadap kasus battery tersebut. Sampai sekarang, di dalam pengadilan modern masih m...
	Dengan demikian, persetujuan itu sendiri melindungi pemberi pelayanan medis dari tanggungjawab battery, sedangkan persetujuan tindakan medis melindunginya dari tanggungjawab atas kelalaian dan kealpaan. Dari sudut pandang yang lain, Hermien Hedijati d...
	Dokter-dokter Nazi melakukan pemotongan/ pembedahan/ perusakan tubuh para tawanan Yahudi tanpa perikemanusiaan dan tanpa persetujuan mereka sehingga semua tawanan merasakan penderitaan dan sakit yang luar biasa. Para dokter tersebut menyadari bahwa pe...
	Pada tahun 1964, forum World Medical Association melalui sebuah deklarasi di Helinski, kemudian memutuskan untuk menerapkan Nuremberg Code sebagai pedoman dalam melakukan clinical research. Deklarasi tersebut antara lain juga menyebutkan bahwa dalam m...
	Informed Consent dalam Pelayanan Medis. Pada hakikatnya, persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah Informed Consent merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri di dalam praktek dokter. Penentuan nasib sendiri adalah ni...
	Pengertian tentang Informed Consent menurut Komalawati sendiri mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien, disamping merupakan landasan etis untuk menghargai nilai otonom. Oleh karena itu, gagasan dasar Informed ...
	Sedangkan Fuady mengatakan Informed Consent adalah persetujuan dari pihak pasien atau dari keluarga pasien jika pasien tidak mungkin memberikan persetujuan secara bebas dan bernalar atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter atas tubuhnya atau atas...
	Informed Consent pada dasarnya merupakan syarat subjektif untuk terjadinya transaksi terapeutik dalam pelayanan kesehatan yang bertumpu pada dua macam hak asasi sebagai hak dasar manusia yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendi...
	Persetujuan tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dapat disampaikan secara tegas atau diam-diam. Secara tegas dapat disampaikan dengan kata-kata langsung baik lisan maupun tulisan. Bentuk yang paling tidak diragukan...
	Menurut King Informed Consent dapat dinyatakan secara lisan, bahkan dapat dinyatakan dengan sikap menyerah pada prosedur yang telah dispesifikasikan. Di dalam hukum perikatan yang berlaku di Indonesia, Informed Consent merupakan salah satu syarat yang...
	Sehubungan pernyataan kehendak hukum tersebut, menurut Komalawati Informed Consent dari pasien dapat dilakukan antara lain:
	Dengan bahasa yang sempurna dan tertulis;
	Dengan bahasa yang sempurna secara lisan;
	Dengan bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
	Dengan bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;
	Dengan diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.
	Oleh karena itu, bentuk Informed Consent dapat dikategorikan sebagai berikut : Dengan pernyataan (expression), yaitu dapat secara lisan (oral), dan dapat secara tertulis (written). Dianggap diberikan, tersirat (implied or tacit consent), yaitu dalam k...
	Kemampuan atau kompetensi pasien untuk mengambil keputusan merupakan salah satu komponen terpenting dalam Informed Consent, yang akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan pasien harus memilik...
	Permasalahan utama yang ada tentang Informed Consent dalam pelayanan medis dikategorikan oleh King sebagai berikut ; Cara seseorang menyatakan persetujuannya dan keabsahannya (validitas) serta ruang lingkupnya. Kualitas persetujuan tersebut, didasarka...
	Standar professional
	Sering juga disebut dengan standar dokter yang patut atau reasonable physician standar. Keterbukaan informasi ditentukan oleh faktor dokternya sendiri, dimana dokter menilai apakah pemberian informasi tersebut sudah sesuai dengan profesional kedoktera...
	Standar subjektif
	Ukuran standar ditentukan oleh faktor pasien yang bersangkutan yaitu sejauh mana pasien yang sedang diobati memerlukan informasi untuk diketahui dan dimengerti, sejauh itulah informasi harus diberikan oleh dokter.
	Standar objektif
	Disebut juga standar material atau standar pasien yang rasional (reasonable patient). Informasi yang diberikan didasari pada anggapan pasien sebagai orang yang rasional dalam posisi dan keadaan penyakit serta pengobatan seperti itu sehingga memerlukan...
	Standar campuran
	Pendekatan dengan standar ini dilakukan dengan berbagai variasi antara lain : Menggunakan standar objektif, tetapi dalam hal-hal tertentu tetap menggunakan saksi ahli di bidang kedokteran. Kewajiban menggunakan specific risk profile, yang berisikan in...
	Digunakan standar dimana tidak diperlukan disclosure terhadap informasi medis yang dianggap diketahui atau mestinya diketahui oleh umumnya pasien. Menggunakan asumsi dengan pembuktian di pihak pasien, jika dokter telah membuka informasi minimal sebaga...
	Nama operasi.
	Sifat dan hakekat dari pengobatan.
	Apa saja yang akan dioperasi.
	Lamanya pengobatan.
	Perhitungan biaya pengobatan.
	Pilihan pengobatan lain.
	Kemungkinan komplikasi.
	Kemungkinan perasaan sakit.
	Resiko yang akan terjadi, termasuk resiko jika tidak dilakukan pengobatan.
	Peringatan khusus terhadap hal-hal yang akan terjadi setelah operasi.
	Keuntungan dari model pengobatan tersebut.
	Keterbatasan model pengobatan seperti itu.
	Tingkat kesuksesan operasi.
	Pengalaman dokter tersebut.
	Apa yang akan dirasakan oleh pasien pasca operasi.96F
	Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran yang memuat tentang kewajiban dokter memberikan penjelasan terhadap pasien sebelum pasien memberikan persetujuannya maka terdapat perbedaan. Dalam Undang-Undang tersebut sekurang-kurangnya haru...
	Diagnosis dan tata cara tindakan medis.
	Tujuan tindakan medis yang dilakukan.
	Alternatif tindakan lain dan resikonya.
	Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
	Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
	Teori-teori tentang Informed Consent. Pada hakekatnya pengertian Informed Consent bukan ditujukan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab resiko terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, tetapi ada landasan filosofi yan...
	Teori Manfaat kepada Pergaulan Hidup Teori ini menitik beratkan pada pandangan utilitis yaitu bahwa kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Penyelenggaraan tindakan medis diperkenankan apabila didasarkan pertimbangan tertentu lebih banyak...
	Pandangan para penganut teori ini terhadap pengertian manfaat tidak hanya dibatasi oleh pertimbangan ekonomi tetapi nilai estetika, kebudayaan, keagamaan dan psikologis harus ikut dipertimbangkan. Oleh karena itu keharusan mendapatkan Informed Consent...
	Teori Menentukan Nasib Sendiri Tubuh adalah benda yang paling berharga bagi manusia, karena itu secara hukum maupun moral tidak ada seorangpun, tidak juga dokter dapat berbuat sesuatu terhadap tubuh orang lain tanpa persetujuan dari manusia yang memil...
	Informed Consent merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam dunia kedokteran dan hukum yang modern seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran dan pengakuan yang lebih besar terhadap harkat dan martabat manusia. Sebab, dalam hubungan antara pasi...
	Disamping terdapatnya kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu pelayanan kesehatan yang berupa Informed Consent, terdapat pula perkecualian mengenai kewajiban ini, yaitu terhadap suatu keadaan sebagai berikut : Pasien merupakan pihak yang belum bisa ...
	Pasien merupakan pihak yang memang tidak bisa memberikan keputusan yang rasional. Misalnya orang gila atau terbelakang mental, yang dalam hal ini persetujuan haruslah diberikan oleh pengampu atau walinya. Pihak yang untuk sementara tidak bisa memberik...
	Therapeutic privilege , yakni jika dokter dapat membuktikan bahwa ia mempunyai keyakinan yang layak (reasonable belief) bahwa membuka informasi kepada pasien akan lebih membahayakan pasien tersebut, misalnya informasi yang akan menimbulkan efek psikol...
	Teori Kebutuhan Teori kebutuhan (ecessity) mengajarkan bahwa sudah merupakan kebutuhan manusia untuk dapat menyelamatkan diri dari kematian atau dari penyakitnya. Karena itu, jika dalam keadaan emergensi dan tidak mungkin dimintakan persetujuan dari p...
	Teori Persetujuan Tersirat selain dari teori kebutuhan, teori lain yang dapat menjustifikasi ketiadaan Informed Consent dalam keadaan darurat adalah teori persetujuan tersirat. Menurut teori ini , dalam keadaan darurat hukum mempresumsikan bahwa seand...
	Teori Zaakwaarneming Teori ini mengajarkan bahwa jika seseorang dengan sukarela (tanpa disuruh) mengurus orang lain, baik diketahui ataupun tidak diketahui oleh orang yang punya urusan tersebut, dia wajib mengurusnya sampai selesai dan orang yang urus...
	Teori Good Samaritan Dalam teori ini, seseorang tidak dapat dipersalahkan karena kelalaian contributor (contributory negligence) jika dia menolong orang lain yang berada dalam keadaan bahaya atau darurat, asalkan pertolongan tersebut diberikan secara ...
	Informed Consent dalam Perundang-undangan di Indonesia Ada 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur Informed Consent yang dijadikan bahan rujukan untuk landasan hukum bagi praktek pelayanan medis, yaitu :
	Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 ayat (1) sampai (6), Permenkes RI No. 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelanggaraan Praktek Kedokteran, Permenkes RI No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Medik. Dalam ...
	diagnosian tata cara tindakan medis;
	tujuan tindakan medis yang dilakukan;
	alternatif tindakan lain dan risikonya;
	risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
	prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
	Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang b...
	Dari penjelasan ayat (3) disebutkan bahwa penjelasan hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan persetujuan. Selanjutnya persetujuan lisan dalam ayat (4) adalah persetujuan yang diberik...
	Sedangkan secara eksplisit persetujuan tindakan medis atau Informed Consent disebutkan dalam Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut : Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus mem...
	Pemberian penjelasan dan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena  belum  ada  aturan  secara  rinci  tentang  Informed  Consent  dalam  Permenkes tersebut maka berdasarkan ketent...
	Informasi tentang tindakan medis harus diberikan oleh dokter kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta, dengan informasi yang selengkap-lengkapnya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi yang diberikan dapat merugikan kepentingan kesehatan ...
	Untuk tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan langsung oleh dokter yang akan melakukan operasi tersebut atau bila dokter termaksud berhalangan, harus diberikan oleh dokter lain dengan pengetahuan dan petunjuk dokter yan...
	Perluasan operasi untuk menyelamatkan jiwa pasien mungkin saja bisa terjadi, baik sudah diprediksi maupun tidak dapat diduga sebelumnya (Pasal 7). Tentang pertanggungjawaban dan sanksi terhadap dokter atas pelaksanaan Informed Dokter bertanggungjawab ...
	Hukum di berbagai negara menyatakan bahwa akibat dari ketiadaan Informed Consent setara dengan tindakan kelalaian atau keteledoran. Namun dalam beberapa hal disebut pula setara dengan perbuatan kesengajaan, sehingga derajat kesalahan menjadi lebih tin...
	Jika dokter dengan sengaja melakukan tindakan misleading tentang resiko dan akibat dari tindakan medis yang diambilnya, Jika dokter dengan sengaja menyembunyikan resiko akibat dari tindakan medis yang diambilnya. Informed Consent diberikan terhadap pr...
	Bahwa seandainya Informed Consent dipenuhi, kemungkinan pasien akan memilih alternatif lain yang lebih menguntungkan dirinya. Bahwa seandainya pasien diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya dalam tindakan yang akan dilakukan oleh dokter, maka se...
	C . Tinjauan tentang Malpraktek Kedokteran.
	Malpraktek dalam bahasa Inggris disebut dengan malpractice yang berarti wrongdoing atau neglect of duty. Dalam Coughlin’s Dictionary of Law  perumusan malpraktek dikaitkan dengan kesalahan profesi, yaitu: Malpractice is professional misconduct on the ...
	Malpraktek dalam pengertian tersebut dapat diartikan sebagai sikap tindak profesional yang salah dari seorang yang berprofesi seperti dokter, insinyur, ahli hukum, dokter gigi maupun dokter hewan. Malpraktek bisa diakibatkan karena sikap tindak yang b...
	Di Indonesia, meskipun kasus malpraktek bukanlah merupakan hal yang baru, tetapi belum ada pengertian yang seragam dan baku dalam aturan yang resmi mengenai malpraktek ini. Para ahli kesehatan maupun ahli hukum juga mempunyai pengertian dan pendapat y...
	Hermien Hadiati menjelaskan malpractice secara harfiah berarti bad practice, atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medis dalam menjalankan profesi medis yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkai...
	Danny Wiradharma memandang malpraktek dari suatu tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, yaitu dokter tersebut telah melakukan praktek buruk. Munir Fuady  menjelaskan malpraktek kedokteran dengan lebih rinci yaitu setiap...
	Oleh Guwandi ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan malpraktek adalah : Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (negligence)....
	Perbuatan dalam perlakuan medis yang dapat menyebabkan terjadinya malpraktek kedokteran dapat berupa perbuatan aktif dan dapat pula perbuatan pasif. Praktek kedokteran adalah suatu kegiatan yang mengandung berbagai wujud konkret tingkah laku. Malprakt...
	Perbuatan dalam pelayanan medis yang dapat dipersalahkan pada pembuatnya harus mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum yang timbul disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain :
	Dilanggarnya standar profesi kedokteran.
	Dilanggarnya standar prosedur operasional.
	Dilanggarnya hukum, misalnya praktek tanpa STR (Surat Tanda Registrasi) atau SIP (Surat Ijin Praktek).
	Dilanggarnya kode etik kedokteran (KODEKI).
	Dilanggarnya prinsip-prinsip umum kedokteran.
	Dilanggarnya kesusilaan umum.
	Praktek tanpa informed consent atau tidak sesuai dengan informed consent.
	Terapi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
	Mengenai syarat dalam hal sikap batin dokter sebelum mewujudkan perlakuan medis ada 3,
	BAB IV
	PENERAPAN SANKSI HUKUM INFORMED CONSENT YANG DILAKUKAN SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN DI INDONESIA
	Penerapan Sanksi Hukuman Informed Consent Belum Berbasis Keadilan.
	Malpraktek kedokteran dapat diartikan sebagai berikut dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktek kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar st...
	Teori - Teori Tentang Malpraktek.
	Masalah malpraktek sebenarnya bukan merupakan masalah  yang baru, namun sudah dikenal manusia sejak zaman dahulu. Pada tahun 2250 sebelum Masehi dikenal adanya Code Hammurabi yang menyebutkan : Bila seorang dokter membedah seorang penderita yang menga...
	Namun dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan tehnologi dibidang kedokteran makin kompleks pula masalah malpraktek tersebut. Beberapa teori yang mendasari timbulnya malpraktek antara lain : Teori-Teori Mengenai Sumber Perbuatan Malpraktek Dala...
	Meskipun demikian, apabila dokter dalam melaksanakan pekerjaannya telah melakukan segala upaya yang baik sesuai dengan keahlian dan kemampuan profesional yang diharapkan, tetapi mengalami kegagalan dalam menyembuhkan pasien, maka ia tidak dapat dimint...
	Southwick mengemukakan adanya 3 teori tentang sumber dari suatu perbuatan malpraktek, yaitu : Teori Pelanggaran Kontrak (Breach of Contract) Teori Perbuatan Yang Disengaja (Intentional Tort) Teori Kelalaian (Negligence). Teori Pelanggaran Kontrak (Bre...
	Sebagai contoh, seorang penderita dating menemui dokter untuk berobat, ini berarti bahwa penderita tersebut telah menawarkan suatu hubungan kontrak (express contract). Tetapi kalau dokter menyarankan agar penderita berobat kepada dokter yang sudah bia...
	Kasus ini terjadi ketika seorang dokter berjanji mencarikan seorang ahli penyakit kandungan (obstetrician) untuk membantu kelahiran bayi secara caesar. Penderita telah dua kali mengalami keguguran , sehingga sangat mendambakan seorang bayi. Namun saat...
	Hubungan antara dokter dan pasien tidak selalu terjadi dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam keadaan penderita tidak sadarkan diri atau gawat darurat, seorang penderita tidak mungkin memberikan persetujuan. Padahal menurut peraturan, seorang dokter...
	Sehubungan dengan teori pertama sumber perbuatan malpraktek, masalah penting yang berkaitan dengan adanya hubungan hukum dokter-pasien adalah persetujuan dari pasien untuk dirawat dokter. Semenjak seseorang menghendaki pemeriksaan kepada dokter dan me...
	Persetujuan yang diberikan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk berperan serta dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri. Kemudian prinsip ini dijabarkan atas : Pasien harus mempunyai informasi yang...
	Prinsip dan syarat-syarat seperti tersebut di atas, menurut ilmu hukum dilandaskan pada Hubungan fidusier, yaitu bahwa hubungan didasarkan pada kepercayaan bahwa secara professional dokter mempunyai kemampuan tinggi untuk merawat mereka yang terganggu...
	Seseorang yang sehat mentalnya mempunyai hak untuk mengambil keputusan mengenai diri dan nasib badannya. Jadi dapat dikatakan bahwa persetujuan atas dasar penjelasan didasarkan pada kemandirian pribadi manusia dan tidak boleh dipaksakan menerima cara ...
	Teori Perbuatan yang Disengaja atau Teori yang kedua yang membuat suatu perbuatan dapat disebut malpraktek adalah adanya kesalahan yang dibuat dengan sengaja (intentional tort), yang mengakibatkan seorang secara fisik mengalami cidera (assult and batt...
	Teori Kelalaian Teori ketiga  menyebutkan  bahwa  sumber  perbuatan  malpraktek  adalah  kelalaian (negligence). Sebagai contoh, seorang anak berumur 12 tahun, tangannya patah karena mengikuti kegiatan olah raga di sekolahnya. Ia harus menunggu selama...
	Dalam hukum pidana kelalaian yang menyebabkan sumber perbuatan malpraktek harus termasuk dalam kategori kelalaian yang berat (culpa lata) dan harus dibuktikan adanya. Teori-Teori Pembelaan Selain dikenal adanya teori-teori tentang sumber perbuatan  ma...
	Teori pasien ikut berperan dalam kelalaian (contributory negligence) Dalam suatu tindakan medis peran pasien untuk memperoleh kesembuhan sangatlah besar. Suatu kejadian yang tidak diinginkan selama dalam perawatan dapat saja pasien ikut ambil bagian d...
	Teori perjanjian membebaskan dari kesalahan (exculpatory contract) Dokter dapat terbebas dari tuntutan malpraktek dengan mengadakan perjanjian/ kontrak khusus dengan penderita, yang berjanji tidak akan menuntut dokter dan rumah sakit bila terjadi sesu...
	Teori pembebasan atas tuntutan (releas) Menurut teori ini dokter dapat terbebas dari kasus malpraktek bila pasien membebaskan dokter dari seluruh tuntutan malpraktek dan kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan penyelesaian bersama. Teori mengena...
	Malpraktek Kedokteran dalam Hukum Pidana Sistem  hukum  Indonesia  yang  salah  satu  komponennya  adalah  hukum  substantif, diantaranya hukum pidana, hukum perdata dan hukum administratif tidak mengenal bangunan hukum malpraktek. Keterkaitan antar p...
	Undang - Undang praktek kedokteran, KUHP dan KUHPerdata dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum pidana dikenal berlakunya suatu asas, yaitu asas legalitas. Asas tersebut mengandung arti bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau tindak...
	Pasal ini memberi jaminan bahwa tidak diperbolehkan seseorang dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang yang diberlakukan surut. Dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidan...
	Perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik (strafbaarfeit, crime, offence) agak mirip dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad, a tort) dalam hukum perdata. Sehingga agak sulit untuk membedakan keduanya, karena keduanya adalah perbuatan y...
	Strafbaarfeit berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda-beda oleh pakar hukum Indonesia. Namun dalam perkembangan perundang-undangan di Indonesia istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana. CST Kansil ...
	Untuk bekerjanya hukum pidana dalam kasus malpraktek , maka unsur negligence (kelalaian) merupakan dasar teoritika pertanggungjawaban pidana. Jadi menurut hukum pidana harus dibuktikan unsur-unsur yang oleh Guwandi  disebut 4 D, yaitu : Duty of care s...
	Duty of care merupakan kontrak sosial dari dokter kepada pasien yang landasannya adalah kausalitas, meskipun dalam sumpah dokter juga sudah dapat dilihat adanya kontrak sosial ini. Dereliction of that duty / Breach of duty (penyimpangan dari kewajiban...
	Selanjutnya bagi hakim yang mengadili perkara malpraktek tentunya perlu adanya kesamaan pandangan, bahwa penentuan kesalahan dokter tidak bisa serta merta dilihat dari aspek hukum tetapi harus menyertakan pendapat dan putusan peradilan disiplin. Hasil...
	Asas tersebut tercantum pula dalam Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa...
	Berkaitan dengan unsur melawan hukum tersebut, Moeljatno berpendapat bahwa melawan hukum berarti melawan hukum baik yang objektif yang tampak dari perbuatan nyata melanggar hukum dan melawan hukum subjektif yang tidak tampak secara nyata karena meleka...
	Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa : Kesengajaan (dolus, opzet, vorsatz atau intention), Kealpaan (culpa, anachtzaamheid, nelatigheid, negligence), Kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan (culpa) Untuk dapat dipidananya suatu kesala...
	Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akiba...
	Van Hamel  mengartikan kealpaan bila memenuhi 2 syarat, yaitu : Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hokum dan Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum, seperti ...
	Sedang untuk tidak mengadakan penghati-hati dalam melakukan perbuatannya, pelaku tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan seharusnya ...
	Dengan demikian tidak semua kelalaian dapat menjadi suatu delik, hanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan atau bahkan merenggut nyawa orang lain yang dapat disebut tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, kelalaian dapat dibagi...
	Dalam kaitannya dengan malpraktek kedokteran, maka bila malpraktek masuk dalam ranah hukum pidana harus berupa culpa lata yaitu suatu bentuk kelalaian berat Oleh karena itu apabila terjadi kegagalan atau bahkan kematian terhadap pasien akibat pelayana...
	Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti. Teori - Teori Pembuktian Berbicara  mengenai  aspek  hukum  pidana  dalam  hubungan  pasien-dokter  dalam pelayanan medis erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab dokter dari segi hukum pidana. Meskipun ...
	Dalam hukum pidana penguasa (yang diwakili oleh penuntut umum) yang mengambil inisiatif untuk menangani dan mengajukan perkara di pengadilan. Tindakan penguasa itu harus dilakukan karena telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang menyangkut k...
	Oleh karena itu untuk dapat diberlakukan hukum pidana harus memenuhi 2 hal yaitu adanya perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan peraturan hukum pidana yang dapat dirumuskan sebagai delik dan pelanggar tersebut mampu ...
	Kebenaran yang dicari dalam hukum pidana bukan sekedar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil. Prosedur dalam mencari kebenaran tersebut wajib menggunakan alat-alat bukti tertentu menurut ketentuan undang-undang. Pembuktian dalam hukum acara ...
	Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa macam teori pembuktian dapat digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian alat - alat bukti yang ada yaitu : Teori Pembuktian Berdasarkan Undang - Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie) Pembuk...
	Menurut Simons sistem pembuktian undang-undang secara positif berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Wirjono Prodjodikoro menolak sistem ini diterapk...
	Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (Conviction Intime) Teori ini didasarkan pada keyakinan hakim melulu yang dilandasi pada keyakinan hati nuraninya. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti  berupa keyakinan hakim. Artinya...
	Konsekuensi dari sistem pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan dan menyulitkan terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaannya. Tidak mengakui dan menerima bukti-bukti lain dapat ber...
	Teori ini disebut juga dengan pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewisjstheorie) baik berdasarkan atas alasan yang logis (conviction raisonee) atau berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief w...
	Teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk) Seperti sudah disinggung diatas bahwa inti ajaran teori pembuktian ini adalah hakim didalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa haru...
	KUHAP dan HIR semua menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP dan 294 HIR yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-k...
	Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Dalam teori pembuktian berdasarkan u...
	Teori pembuktian ini berlaku bagi keuntungan terdakwa agar tidak menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah dan terpaksa membebaskan orang yang bersalah. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian tersebut sebaiknya dipertahan...
	Alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti pada  saat  terjadi  suatu  tindakan  yang  diduga  sebagai malpraktek medis maka diperlukanlah alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindakan tersebut. Seperti diketahui bahwa dalam KUHAP maupun HIR, Indonesia men...
	1). Keterangan Saksi
	Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu ...
	Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. Dalam hal ini keterangan yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu) tidak mempunyai nilai pemb...
	Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai...
	Keterangan Ahli Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP . Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah : Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khus...
	Mengenai apa isi yang harus diterangkan oleh ahli serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP,tetapi menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP secara khusus ada 2 syarat dari keterangan ahli, yaitu: Bahwa...
	Keterangan saksi yang disampaikan adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli bisa merupakan pendapat tentang suatu masalah yang ditanyakan. Dasar keterangan saksi adalah apa yang d...
	Alat Bukti Surat. KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua pasal yaitu Pasal 184 dan secara khusus Pasal 187. HIR juga demikian, secara khusus diatur dalam tiga yakni Pasal 304, 305, 306. Dalam Pasal 304 HIR, disebutkan bahwa ...
	Pada saat sekarang segala sesuatu kebijakan diserahkan pada hakim dengan alasan bahwa alat-alat bukti dalam perkara pidana merupakan alat bukti bebas. Tidak ada suatu alat buktipun yang mengikat hakim, termasuk akta otentik. Penilaiannya diserahkan pa...
	Berdasarkan sistem pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti yang sempurna tetapi dalam perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditun...
	Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal yaitu terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya dan ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu. Menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 macam surat yang dapat dipergunakan sebagai alat buk...
	Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Misal...
	Alat Bukti Petunjuk Alat bukti petunjuk bukanlah alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal ini tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Petunjuk adalah perbuatan, ...
	Dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) ditemukan unsur yang membentuk rumusan pengertian alat bukti petunjuk, antara lain : Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian. Adanya persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu...
	Adanya persesuaian tersebut menandakan adanya kejadian bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pembuatnya. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa...
	Keterangan Terdakwa Diantara  lima  alat  bukti  yang  disebutkan  dalam  pasal  184,  alat  bukti  keterangan terdakwalah yang acapkali diabaikan. Penjelasan lebih lanjut mengenai keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi....
	Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa saja tidak ...
	Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak seperti yang tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1338, tetapi untuk Informed Consent dalam Hukum Kedokteran terdapat kekecualian, karena Informed Consent menyangkut HAM dan m...
	BAB V
	REKONSTRUKSI I INFORMED CONSENT YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER BERBASIS NILAI KEADILAN
	Kajian Perbandingan Informed Consent Di Negara Asing
	Amerika Serikat dalam sistem Hukum Kesehatan, berhubungan dengan hak-hak pasien. Perkembangan yang paling penting di Amerika Serikat dalam hak-hak pasien adalah mengenai doktrin informed consent. Awalnya doktrin informed consent pada tahun 1947 dalam ...
	Indonesia adalah Negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Hukum Islam yang “seharusnya” menjadi acuan penduduk Muslim yang berada dalam suatu Negara seperti Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda dengan hukum Amerika Serikat yang mengu...
	Ketiadaan informed consent dapat menyebabkan tindakan malpraktek dokter atau tenaga kesehatan lainnya, khususnya jika terjadi kerugian atau terdapat intervesi terhadap tubuh pasien. Mengenai konsekuensi hukum jika informed consent ini tidak diberikan,...
	Dokter mempunyai kewajiban hukum untuk membuka informasi kepada pasiennya, sehingga pasien dapan melakukan pilihan pengobatan dan persetujuan yang tepat. Ketentuan hukum di Amerika Serikat bahwa dokter harus membuka semua informasi tentang semua fakta...
	Hak pasien yang pertama disebutkan dalam beberapa literatur adalah hak atas informasi. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 56 dengan jelas dikatakan bahwa hak pasien adalah hak menerima informasi (informed consent) dan hak menolak tind...
	B.Rekonstruksi Nilai Informed Consent Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter
	Menurut James P. Chaplin, Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.105F  B.N Marbun, me...
	Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi ...
	Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpe...
	Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada di masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bias dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu.
	Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu system hukum nasional. Hukum sebagai landasan pe...
	Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (predictability), yang didasa...
	Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk memaksakan kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, saat ini konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat da...
	C. Rekonstruksi Norma Mengenai Informed Consent Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter
	Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan secara jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone...
	Tujuan nasional tersebut dapat tercapai melalui pembangunan berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah sa...
	Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber d...
	Dokter di rumah sakit seringkali tidak bekerja sendirian, dalam menjalankan kewajibannya dokter dibantu oleh tenaga para medis, seperti bidan, perawat, penata rontgen dan analis kimia. Sudah menjadi kebiasaan di rumah sakit, bahwa banyak persoalan dip...
	Perjanjian terapeutik sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien, harus mendap...
	Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
	Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
	Alternatif tindakan lain dan risikonya;
	Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
	Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
	Perjanjian terapeutik, didalamnya terdapat dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan medik dan pasien sebagai penerima pelayanan medik. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa antara dokter dan pasien terdapat suatu hubungan hukum atau p...
	Obyek dari perjanjian atau transaksi terapeutik ini adalah berbuat sesuatu yakni berupa upaya kesehatan (kuratif) atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi isi perjanjian atau transaksi terapeutik adalah mencari upaya kesehatan (kuratif) yang tepat u...
	Apabila dokter telah melakukan upaya tersebut dengan hati-hati dan usaha keras, upaya itu ternyata mengalami kegagalan, dalam arti pasien tidak menjadi sembuh atau bahkan meninggal dunia, maka hal tersebut adalah suatu risiko yang harus ditanggung bai...
	Dokter juga berhak sepenuhnya untuk menuntut agar ia (dokter) memperoleh informasi yang lengkap yang berkaitan dengan penegakkan diagnosis dan rencana terapi pasien, karenanya pasien harus terbuka dan jujur serta memenuhi segala sesuatu tentang apa ya...
	Dokter dalam menjalankan tugas pelayanan mediknya, berhak pula untuk menentukan pasien-pasien yang akan diterimanya, hal ini dimaksudkan sebagai wujud dari hak yang dimiliki dokter untuk menghormati hak pribadinya, siapa yang diterima dan siapa yang t...
	Dengan perkataan lain, apabila keadaan pasien dalam keadaan gawat darurat, maka dokter tidak berhak lagi untuk menolak dan dokter berkewajiban untuk memberikan pertolongannya. Untuk mencapai hasil yang baik dalam pengobatan, hubungan dokter dengan pas...
	Hak dokter untuk menerima imbalan balas jasa atau honorarium atas pelayanan yang telah dilakukannya terhadap pasien sudah dikenal semenjak dulu. Namun demikian, bukan berarti dokter dapat sekehendaknya atau sebebasnya untuk menentukan imbalan / honora...
	Dokter juga berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban, yaitu sebaga...
	Memberikan pelayanan medik sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medik pasien. Dokter wajib bekerja sesuai dengan standar profesi medik, artinya dokter dalam pelayanan kesehatan harus senantiasa bertindak telit...
	Menurut Leenan, norma standar profesi medik dapat diformulasikan sebagai berikut: “bertindak teliti sesuai dengan standar medik sebagaimana dilakukan seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata dari kategori keahlian medik yang sama dalam keadaan...
	W.B. Van der Mijn berpendapat bahwa dalam melaksanakan profesinya, seorang dokter perlu berpegang kepada tiga ukuran umum, yaitu kewenangan; kemampuan rata-rata; dan ketelitian yang umum. Selain itu, dokter juga wajib bekerja sesuai dengan standar pro...
	a. Pemberian informasi ;
	Pada hakikatnya, hubungan antar manusia tidak terjadi tanpa melalui komunikasi, termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan interpersonal, maka adanya komunikasi atau yang...
	Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  Rusdi  Zein, yang  menyatakan bahwa: Komunikasi antara seorang dokter dengan pasien merupakan dasar utama bagi hubungan keduanya. Dokter memerlukan data dari pasiennya supaya ia menjadi mungkin memberi nasehat dan pe...
	Para dokter kenyataannya cenderung  menyembunyikan semua informasi tentang penyakit dan pengobatan, jika hasil diagnose menunjukan bahwa penyakit yang diderita pasien membahayakan jiwanya. Dengan demikian berarti bahwa yang sangat diperlukan dalam men...
	Hal ini disebabkan, makin lama atau makin sering dilakukannya komunikasi interpersonal, belum tentu makin baik hubungannya. Ada berbagai faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, antara lain percaya, sikap suportif, dan sikap ter...
	Faktor percaya ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Tindakan kedokteran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik untuk tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, ataupun r...
	Pada dasarnya manusia itu mempunyai hak atas dirinya apa yang dikenal sebagai the right to health care dan the right to self determination. Hak ini bersifat mutlak dan harus dicermati oleh semua pihak. Dokter berkewajiban menjelaskan kepada pasien ata...
	Para dokter diharapkan dapat memberikan penjelasan atau informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pasien, atau wali atau keluarganya apabila pasien tersebut belum dewasa. Pemberian penjelasan atau informasi dari dokter ini sebaiknya menggunakan bahas...
	diagnose ;
	terapi, dengan kemungkinan alternatif terapi ;
	tentang  cara kerja dan pengalaman dokter ;
	resiko bila dilakukan atau tidak dilakukan tindakan kedokteran tersebut ;
	kemungkinan perasaan sakit ataupun perasaan lainnya ;
	keuntungan terapi ;
	prognosa.
	Sebelum melakukan suatu pengobatan atau tindakan medik, seorang dokter haruslah mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Dengan adanya persetujuan tersebut berarti pasien telah bersedia mengikuti pengobatan atau tindakan medik yang akan d...
	Bentuk persetujuan ini bisa tertulis, maupun bisa lisan. Persetujuan tertulis diperlukan untuk setiap tindakan medik yang mengandung risiko tinggi, ditanda-tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, yakni adalah pasien sendiri. Kecuali pasien di...
	Membuat rekam medik adalah menjadi kewajiban dari dokter / rumah sakit.Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dal...
	Rekam Medik menurut Pasal 1 Butir (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749 a Tahun 1989 tentang Rekam Medik Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 (selanjutnya disingkat dengan Permenkes Rekam Medik) ini adalah sebagai berikut :...
	Selanjutnya menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan pula bahwa dokumen rekam merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medik merupakan...
	Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan ; Dokter, apabila ia tidak mampu untuk melakukan tindakan medik tertentu, maka ia ha...
	Pasien dirujukkan ke dokter yang lebih ahli. Hak atas pendapat yang kedua, dokter kedua akan mempelajari hasil kerja dokter pertama dan bila ia melihat perbedaan pendapat, maka ia akan menghubungi dokter pertama, membicarakan tentang perbedaan diagnos...
	Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Seorang dokter berkewajiban merahasiakan segala yang disampaikan oleh pasien secara sadar maupun tidak sadar kepada dokternya dan segala sesu...
	Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa profesi dokter adalah profesi yang menjunjung tinggi kemanusian. Hal in...
	Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Kewajiban untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran ini, adalah bertujuan agar pasien dapat memperoleh haknya, yaitu pelayanan ...
	Kewajiban dokter terhadap pasien menurut Leenen meliputi beberapa hal, antara lain : Kewajiban yang timbul dari sifat pelayanan medis, dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktik kedokteran secara legal. ...
	Pelayanan kesehatan diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan non medis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, memiliki tanggung jawab terhadap pengobatan yang ...
	Rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter / tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggung jawab rumah sakit dan dokter / tenaga keseh...
	unsur mutu yang dijamin kualitasnya
	unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan dan
	Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan kedokteran dan/atau medik khususnya.
	Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan Kesehatan menurut Levey dan Loomba, adalah upaya ya...
	Pelayanan medik ;
	Pelayanan penunjang medik ;
	Pelayanan keperawatan ;
	Pelayanan pondokan ;
	Pelayanan pemberian obat ;
	Pelayanan gizi ;
	Pelayanan administrasi ;
	Pelayanan pencatatan medik ;
	Pelayanna penyuluhan dan sosial ;
	Pelayanan rohani.
	Pelayanan kesehatan yang memadai adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap kelangsungan dan kesejahteraan masyarakatnya, masih banyaknya bentuk pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan anatara lain adalah tempat pelayanan kesehatan. Pelayanan keseha...
	Kualitas pelayanan kesehatan kita kurang memuaskan, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri, di RS Lam Wah Ee Malaysia setiap tahun pasien yang berasal dari Indonesia mencapai 12.000 orang atau 32 or...
	Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat di rasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter/tenaga kesehatan dan rumah ...
	Memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan medik dan standar profesi medik, pemahaman tentang malpraktek medik, penanganan penderita gawat darurat, rekam medis, euthanasia dan lain-lain adalah pengetahuan masa kini yang perlu untuk didal...
	Dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Secara hukum, kesalahan atau kelalaian yang dila...
	ayat (1):  Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan /atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
	ayat (2) : Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat ;
	ayat (3) :  Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan inilah yang menjadi dasar pasien atau keluarganya untuk menuntut ganti kerugian kepada dokter, pada umumnya dilakukan oleh pasien yang merasa tidak puas terhadap pengobatan atau pelayanan medis...
	Apabila kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di atas menimbulkan kerugian baik...
	Ada  3 faktor yang  menjadi  penyebab  kesalahan  dokter  dalam melakukan profesi pelayanan kesehatan :
	Kurangnya pengetahuan ;
	Kurangnya pengalaman ;
	Kurangnya pengertian.
	Lebih lanjut Guwandi menyebutkan bahwa seorang dokter telah melakukan kelalaian, maka harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut :
	Bertentangan dengan etika, moral dan disiplin ;
	Bertetangan dengan hukum ;
	Betentangan dengan standart profesi medis ;
	Kurangnya ilmu pengetahuan atau tertinggal ilmu didalam profesinya yang sudah berlaku umum dikalangan tersebut;
	Menelantarkan ( negligence, abandonment ), kelalaian, kurang hati- hati, acuh, kurang peduli terhadap keselamatan pasien, kesalahan menyolok dan sebagainya. Dari sudut hukum perdata harus dilihat apakah dokter telah melaksanakan pelayanan kesehatan at...
	Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dikenal dengan istilah Gawat Darurat yaitu keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Gawat darurat (emergency care)  ada...
	Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 51 huruf (d) menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia y...
	Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keada...
	Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 32 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut :
	ayat (1) :  Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu ;
	ayat (2) : Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun  swasta dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka. Akan diberikan sanksi pidana bagi Rumah sakit yang tidak segera menolong pasien yang sedang dalam kea...
	Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan /atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58...
	Sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu pr...
	Mediasi menurut Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi bisa juga dilakukan ole...
	Tugas MKDKI adalah menegakkan aturan-aturan dan penerapan keilmuan kedokteran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh dokter / dokter gigi. Banyaknya kasus tuntutan ganti rugi yang dialamatkan ke dokter atau rumah sakit ka...
	Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistim kesehatan nasional. Sejalan dengan amanat Pasal...
	L.P.Sinambela mengatakan bahwa pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Dalam suatu negara administrative, pemerintah dengan segala jaja...
	Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pel...
	Sedangkan menurut Levey dan Loomba, Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri / secara bersama - sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehata...
	Karena kesemuanya ini ditentukan oleh pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, p...
	Pelayanan kesehatan masyarakat : Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelih...
	Setiap kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter / dokter gigi / rumah sakit menimbulkan adanya perjanjian yang dikenal dengan perjanjian atau transaksi terapeutik yaitu perjanjian antara dokter dengan...
	Perjanjian terapeutik, seperti halnya perjanjian pada umumnya harus memenuhi sarat sahnya perjanian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
	Kesepatan dari para pihak ;
	Kecakapan untuk membuat perjanjian ;
	Suatu objek tertentu ;
	Suatu sebab yang halal.
	Untuk terjadinya perjanjian terapeutik, Pasal 45 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya, harus mendapat perse...
	Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
	Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
	Alternatif tindakan lain dan risikonya;
	Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
	Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
	Dalam suatu perjanjian terapeutik, didalamnya terdapat dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan medik dan pasien sebagai penerima pelayanan medik. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa antara dokter dan pasien terdapat suatu hubungan ...
	Obyek dari perjanjian atau transaksi terapeutik ini adalah berbuat sesuatu yakni berupa upaya kesehatan (kuratif) atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi isi perjanjian atau transaksi terapeutik adalah mencari upaya kesehatan (kuratif) yang tepat u...
	Tuntutan Pasien Akibat Tidak Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu . Menilik macamnya hal yang dijanjikan...
	Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan sesuatu barang ;
	Perjanjian untuk berbuat sesuatu ;
	Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
	Apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, lalai, alpa atau ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Macam-macam wanprestasi :
	Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
	Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
	Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
	Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh diperjanjikan.
	Adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan inilah yang menjadi dasar pasien atau keluarganya untuk menuntut ganti kerugian dokter, pada umumnya dilakukan oleh pasien yang merasa tidak puas terhadap pengobatan atau pelayanan medis yang d...
	Untuk dapat menyatakan bahwa seorang dokter telah melakukan kesalahan dan kelalaian, penilaiannya harus beranjak dari adanya transaksi terapeutik. Dari sudut hukum perdata harus dilihat apakah dokter telah melaksanakan pelayanan kesehatan atau tindaka...
	Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekurang hati hatian, atau akibat ...
	Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik.
	Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik.
	Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.
	Ketiga unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien. Pembuktian tentang adanya kontrak terapeutik dapat dilakukan pasien dengan mengajukan rekam medik atau dengan peresetujuan tindakan medik yan...
	Untuk membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh dokter tersebut tidak patut atau menyalahi tujuan kontrak terapeutik yaitu dengan membuktikan adanya kesalahan dan atau kelalaian dokter. Untuk membuktikan hal ini pasien harus mengajukan fakta bah...
	Agar unsur ketiga, tentang kerugian yang diderita pasien terbukti, maka harus dibuktikan adanya hubungan kausal bahwa tindakan dokter tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien. Tuntutan ganti rugi juga dapat dilakukan karena adanya perbuatan melaw...
	Oleh karena itu Mariam Darus Badrulzaman dalam Rancangan (RUU) Perikatan berusaha mematerialisasikannya dengan rumusan lengkap dalam undang-undang. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang kare...
	Upaya perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badrul zaman ini telah mengabsorbsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum, karena dalam konsepnya tersebut pengertian melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai melawan undan...
	Secara historis perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Ajaran Leg...
	Berikutnya Arrest Hoge Raad, tanggal 10 Juni 1910 dalam perkara Zutphense Juffrouw. Perkaranya bermula dari sebuah gudang di Zutphen karena iklim yang sangat dingin pipa air dalam gudang tersebut pecah. Sementara kran induknya berada dalam rumah di ti...
	Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya, Cohen dituntut membayar ganti kerugian kepada Lindenbaum. Tuntutan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (Rech...
	Dengan adanya Arrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum diartikan setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar ha...
	Penilaian apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum (ataukah tidak), tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa sese...
	Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata onrechtmatige daad, yang di diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan, pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah ‘melanggar’ dan ada...
	Terminologi Perbuatan Melawan Hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman. Mariam Darus Badrulzaman adalah sebagai berikut. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan ora...
	Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan bukunya H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain itu terminologi perbuatan melawan hukum juga digunakan oleh M.A.Moegni  Djojodirdjo,  dan  Setiawan....
	Mengapa menggunakan terminologi Melawan Hukum bukan Melanggar Hukum, menurut M.A. Moegni Djojodirdjo dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan sebagai sifat positif dan negatif. Dalam Nieuw Nederlands Bur...
	Kemudian mengenai tanggung jawab terhadap kelalaian atau kurang hati-hati di atur dalam artikel 1383 sebagai berikut : ‘Each one is liable for the damage which he causes not only by his own act but also by his negligence or imprudence’  Selanjutnya ar...
	Konsep perbuatan melawan hukum  dalam sistem Common Law disebut the law of tort.  Beberapa sarjana Inggris memberikan definisi Tort sebagai berikut : Sir John Salmond mengatakan bahwa : “A. Tort is a civil wrong for which the remedy is a common law ac...
	Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tort adalah suatu kesalahan perdata, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan...
	Oleh karenanya dalam mengajukan gugatan berdasarkan tort law harus ada perbuatan aktif dan pasif yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan penggugat yang dilindungi oleh hukum. Tort Law memberikan perlindungan hukum...
	Hal ini berbeda dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan hubungan kontraktual dimana ganti rugi itu bertujuan untuk menempatkan si penggugat pada posisi seandainya perjanjian itu terlaksana. Berdasarkan hubungan kontraktual, penggugat dapat menuntut keh...
	Konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia telah dimasukkan dalam satu kitab undang - undang yang terkodifikasi yaitu dalam KUH Perdata. Sedangkan Tort, konsep dan pengaturannya tersebar dalam yurisprudensi-yurisprudensi dan dalam undang-undang terte...
	Konsep perbuatan melawan hukum Indonesia yang merupakan bagian hukum Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Dalam pasal - pasal tersebut diatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yan...
	Dasar hukum tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum, gugatan ini dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun diantara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasark...
	Pasien harus mengalami suatu kerugian ;
	Ada kesalahan ;
	Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugiann ;
	Perbuatan itu melawan hukum.
	Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari model pertanggung jawaban yang diterapkan yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan yang bertumpu pada tiga asas sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata : S...
	Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatiannya. Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang diseb...
	Tuntutan ganti rugi terhadap dokter, baik yang mendasarkan pada wanprestasi maupun pada perbuatan melawan hukum ukuran yang utama adalah ketidak-cermatan dari dokter atau kekurang cermatan (minder zorgvuldig). Sudah tentu ukuran ketidak cermatan atau ...
	Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para piha...
	Dalam Kamus  Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses keikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupa...
	Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Tetapi, banyak para ahli juga mengungkapkan penge...
	Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
	Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator;
	Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.
	Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan...
	Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak bel...
	Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap sesuatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidi...
	Adapun arti rekonstruksi menurut bahasa inggris yaitu kata “ re “ yang artinya “ perihal “ atau “ ulang “ dan kata “ construction” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan” atau “tafsiran” atau “susunan” atau “bentuk” atau “bangunan”. Rekonstruksi yang...
	Pasal 64. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas :
	Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelangara disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan ; dan
	Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi
	Pasal 72 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 diarahkan untuk :
	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi
	Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi
	Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter dan dokter gigi.
	Berbagai mahzab-mahzab teori hukum, mulai dari mahzab teori hukum alam sampai dengan mahzab teori hukum pembangunan , teori hukum progresif dan teori hukum integratif seluruhnya menitik beratkan bahwa hukum harus bertumpu pada suatu keadilan. Bahkan s...
	Keadilan Menurut Plato ( 427 SM-347 SM ), keadilan akan dapat terwujud apabila Negara dipimpin oleh para filsuf ( aristocrat), karena apabila Negara dipimpin oleh pemimpin yang cerdik, pandai dan bijaksana, maka akan lahir suatu keadilan yang sesunggu...
	Keadilan menurut Aristoteles (murid Plato), pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nichomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan...
	Pada pokokya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah...
	Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan kommutatif. Kedua pengertian tersebut merupakan varian dari asas persamaan, yang umumnya dipandang sebagai inti dari  keadilan. K...
	Teori Keadilan John Rawls. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “ liberal-egalitarian of social justice “, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social (social institutions). Akan tetapi, kebajikan...
	Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits). Bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung dengan...
	Lebih lanjut John Rawls mengatakan bahwa teori keadilan berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya adalah keadilan merupakan keutamaan utama insitusi social, seperti kebenaran pada sistim berpikir kit...
	Teori Keadilan Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemu...
	Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan - hubungan manusia yang berbeda dari hukum positip, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena ber...
	Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dua lisme antara hukum positif dan hukum alam. “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas da...
	Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan. umum adalah “ adil “, jika ia benar-benar ditera...
	Berbagai mahzab teori hukum dan teori keadilan tersebut diatas menjadi sebuah acuan dalam penerapan dan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan pelik mengenai hukum di Indonesia untuk tercapainya kapastian hukum, ketertiban so...
	Teori keadilan ini sekaligus akan digunakan sebagai dasar analisa bagi penyusunan dan pendeskripsian bahan dan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam menjawab permasalah berikutnya khususnya berhubungan dengan rekonstruksi mediasi dalam perselisihan ...
	Teori Sistem Hukum sebagai middle theory sistim hukum merupakan suatu kesatuan sistim yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistim hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersediri dan terikat dalam kesatuan hubungan yang saling terkait ber...
	Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum. Menurut Laurence M. Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu kompon...
	Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai...
	Bila ditinjau dari dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum itu pada...
	Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gamba...
	Lebih lanjut Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Stru...
	Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan. “To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction Strukture also means how the legislature is organized ...
	Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi nya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagai...
	Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan  untuk menjalankan perangkat hokum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan – ketentuan formalnya. Struktur ini ...
	Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman).
	Kejaksaan ( Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan )
	Kepolisian ( Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI )
	Advokat ( Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).
	Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Substansi hukum menurut Friedman adalah. “Another aspect of the lega...
	Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memi...
	Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun k...
	Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dib...
	Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut s...
	Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terka...
	Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hu...
	Hukum dan Penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinegis. subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum ...
	Istilah - istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim ...
	Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seh...
	Teori Bekerjanya Hukum sebagai meddle theory bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut Chambliss dan Seidman, model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 model, yaitu : Model Kesep...
	Model Masyarakat konflik, bahwa pembuatan  hukum  dilihat  sebagai  proses  adu  kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai - nilai, Negara tetap dapat berdiri sebagai badan tid...
	Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujuk...
	Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politi...
	Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan, merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang yang mengenai diri mereka, serta ...
	Dengan demikian, hukum dan politik yang berpengaruh dan tak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori living law. Fungsi - fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, ...
	Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawa...
	Chambliss dan Seidman mengemukakan adanya pengaruh-pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum. Implementasi ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban di depan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum pelaku yang ada...
	Bredemeier mengembangkan teori Parsons dan menekankan fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi dan memperlancar interaksi sosial di dalam masyarakat didasarkan pendapat bahwa keserasian antara warga masyarakat dengan norma yang mengaturnya menciptaka...
	Apabila hal ini terus dipaksakan berarti terjadi ketidakserasian dalam hubungan bermasyarakat. Memberlakukan peraturan perundangan peninggalan kolonial Belanda di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan (hingga saat ini), sifatnya adalah sementara dan ...
	Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sika...
	Teori sistim hukum dan teori bekerjanya hukum merupakan middle theory, yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan dalam penelitian sekaligus digunakan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada. Teori sistim huku...
	Teori Hukum Progresif sebagai applied teory. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Tujuannya agar para penegak hukum ti...
	Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan ditengah masyarakat. Namun didalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyar...
	Dalam diskursus pemikiran hukum di Indonesia, label tentang "hukum progresif" sudah sangat sering terdengar. Salah satu faktor dari cepatnya penyebaran gaung tersebut tidak lain karena memang eksponen utamanya, yakni Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.,...
	Tokoh yang melahirkan teori hukum progresif ini adalah Satjipto Rahardjo, teori ini berawal dari keprihatinan beliau terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, beberapa kritiknya yang sering dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara la...
	Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangannya bahwa hukum harus di lihat sebagai suatu ilmu, oleh karenanya hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundang - undangan dengan kalimat yang telah tertata rapi dan sist...
	Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi -sanksi ...
	Gagasan hukum progresif yang menekankan pada kualitas aparat penegak hukum ini pernah diungkapkan oleh Plato, bahwa hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh faktor-faktor lain seperti sarana yang memadai, dana yang cukup, kebijak...
	Hukum Progresif menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai mahkota penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan akhir dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu ajaran hukum progresif ini mengutamakan sikap empati, kepedulian dan dedikasi dari para apar...
	Teori hukum progresif ini termasuk dalam kelompok Applied Theory (Teori Terapan), dimana konsep-konsep yang ada dalam teori hukum progresif tersebut dapat dijadikan dasar analisa terhadap bahan dan fakta hukum guna mendeskripsi jawaban atas permasalah...
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memaju...
	Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan nasional tersebut telah dilakukan pembangunan yang berkesinambungan diberbagai bidang, termasuk dalam hal ini adalah pembangunan di bidang kesehatan, dalam hal ini termasuk pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kese...
	Pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehat...
	Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan bagi penderita ...
	Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan, ini berarti bahwa semua tenaga kesehatan, yaitu setiap orang yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan u...
	Dalam upaya pembangunan kesehatan tersebut, sangatlah penting hubungan antara profesi medis dan pasien, terutama dokter dan dokter gigi yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter dala...
	Hubungan antara dokter dengan pasien harus mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan segala konsekuensinya, karena terdapat kemungkinan ada aspek hukum dalam praktik kedokteran yang apabila telah diputuskan oleh hakim sering disebut sebagai ...
	Agar hak dan kewajiban ini berjalan dengan seimbang, dan tidak terjadi wanprestasi maka hukumlah yang dapat digunakan untuk menjaga dan memberikan perlindungan bagi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Sejak abad ke-12 sampai abad ke-...
	Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum lex specialis yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan ke...
	Dalam pemberian pelayanan kesehatan, pada akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan mengenai masalah malpraktik. Fakta yang sering terjadi dalam malpraktik, misalnya : Direktur Utama Rumah Sakit Umum, dr. HU bersama stafnya d...
	Sebelumnya AS sudah dua minggu dirawat di rumah sakit tersebut akibat luka parah karena bacokan di sekujur tubuhnya. dr. Htt dipersalahkan karena tidak melapor kepada kepolisian atas kematian AS untuk dilakukan autopsi seperti yang diatur dalam Kitab ...
	Akibat putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka dr. Sty selama hampir empat tahun menjadi korban hukum, sebelum putusan inkraht oleh Mahkamah Agung. Malpraktik ini merupakan pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang berha...
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi d...
	Dunia kedokteran yang dahulu seakan tidak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan bahkan sudah berkembang menjad...
	Kasus-kasus malpraktik profesi medis yang kian marak ini perlu untuk segera ditanggulangi, di antaranya dengan ditempuh lewat jalur “penal” dan “nonpenal”, yang mana kedua jalur ini digunakan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dalam Undang-Undang ...
	Ada beberapa sarjana yang sepakat untuk merumuskan penggunaan istilah medical malpractice (malpraktik medik), yakni : a. John D. Blum Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur, di mana terjadiny...
	Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Medical malpractice atau kesal...
	Malpraktik medik sebagai tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi di bidang kedokteran, baik dipandang dari sudut norma etika maupun norma hukum. Di dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia, t...
	Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan...
	Rumusan tenaga kesehatan menurut dalam Penjelasan Umum Undang - Undang  Nomor 29  Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan, Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai perana...
	Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus t...
	Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya ...
	Sehubungan dengan pengertian profesi, Pound mengemukakan bahwa : “The word profession refers to a group of men pursuing a learned art as a common calling in the spirit of a publik service no less a public service because it may incidentally be a means...
	Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat....
	Sanksi Dalam Hukum Pidana Sanksi dalam hukum pidana menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhat...
	Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana in concreto. Penentuan sanksi pidana terh...
	Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Dokter sebagai salah satu ko...
	Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medik bagi orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki harus terus menerus dipertahan...
	Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana hal ini merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang...
	Dijelaskan pula dalam pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Dalam kerangka tersebut dijelaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia ...
	Kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, ditambah dengan meningkatnya konsumerisme telah merubah paradigma tentang keberadaan sebuah institusi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, dari sebuah lembaga sosial ke ara...
	Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit khususnya yang mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal melakuakn tindakan medis, yang adalah suatu tindakan yang bersifat diagnostik/terapeu...
	Dokter yang ingin melakukan tindakan medis atau operasi terlebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakuk...
	Dalam dunia kedokteran masa kini informasi merupakan hak asasi pasien karena berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindak medis yang dilakukan terhadap dirinya. Di pihak lain, memberikan informasi secara benar kep...
	Dahulu hubungan dokter dengan pasiennya lebih bersifat paternalistik, yaitu pasien taat dan menurut saja terhadap dokternya tanpa bertanya lagi. Pada masa kini hubungan yang demikian sudah tidak mendapat tempat lagi karena masyarakat telah semakin sad...
	Persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis apa yang akan dilakukan terhadap pasien disebut dengan informed consent. Informed consent itu sendiri, sangat erat kaitannya dengan ...
	Tujuan dari informed consent ini sendiri adalah : Bagi pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung resiko atau akibat yang bakal tidak menyenangkan pasien. Dan bagi dokter adalah sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi ...
	Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat menjadi tiga bentuk, yaitu: Persetujuan  tertulis,  biasanya  diperlukan  untu...
	Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya. Di dalam Peraturan...
	Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 Pasal 4 ayat 1, informasi diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak diminta
	Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 Pasal 2 ayat 2, semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan
	Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 Pasal 13, apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya.
	Dimana dalam hal ini dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan segala tugas dan kewajibannya untuk kepentingannya pasien dengan segala kompetensi, tanggung jawab dan kode etik yang ada. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kese...
	Ilmu kedokteran pada dasarnya bukanlah ilmu pasti sebagaimana halnya matematika. Membuat diagnosis merupakan seni tersendiri, karena memerlukan imajinasi setelah mendengarkan keluhan-keluhan pasien dan melakukan pengamatan yang seksama terhadapnya. Hi...
	Dua puluh tahun terakhir ini sering timbul gugatan dari pasien dan keluarga yang merasa dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis dalam melaksanakan pekerjaannya. Keadaan seperti ...
	Dokter melakukan pengangkatan ginjal kanan pasien tanpa memberitahukan kepada pasien yang terjadi di Jakarta pada Tahun 2001. Kasus ini diselesaikan melalui proses mediasi di YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia). Benda asing terti...
	Dokter yang melakukan operasi pengangkatan batu ginjal, dimana yang seharusnya diangkat adalah batu ginjal kiri namun dokter mengangkat batu ginjal kanan terjadi di Jakarta pada Tahun 2001. Kasus ini diselesaikan melalui mediasi di YPKKI (Yayasan Pemb...
	Dapat juga dikatakan kelalaian apabila dilakukan dibawah standar pelayanan medis Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa malpraktik dan kelalaian mempunyai persamaan yaitu adanya suatu tindakan dan tindakan tersebut mengakibatkan seseora...
	Sikap batin dokter (dalam hal ini ada kesengajaan/Dolus atau Culpa)
	Syarat dalam perlakuan medis yang meliputi perlakuan medis yang menyimpang dari standar profesi kedokteran, standar operasional prosedur, atau melanggar sifat melawan hukum oleh berbagai sebab antara lain tanpa STR (Surat Tanda Registrasi) atau SIP (S...
	Untuk dapat menempatkan malpraktik medis dengan hukum pidana berupa timbulnya kerugian bagi kesehatan tubuh yaitu, luka-luka (Pasal 90 KUHP) atau kehilangan nyawa pasien sehingga memenuhi unsur tindak pidana. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentan...
	Oleh karena itu istilah Malpraktik  adalah  istilah  hukum  yang  digunakan  dalam  Pasal  58 tersebut, yaitu yang berbunyi: Pasal 58 Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang m...
	Amir menyebutkan ada 3 jenis Malpraktik, yaitu: Malpraktik Kriminal (Pidana) Malpraktik  kriminal  adalah  kesalahan  dalam  menjalankan  praktik  yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang  hukum pidana. Pelanggaran terhadap undang-undang hukum ...
	2. Malpraktik Sipil.
	Dasar hukum malpraktik sipil (Perdata) adalah transaksi atau kontrak terapeutik dokter dengan pasien yaitu hubungan hukum dokter dengan pasien, dimana dokter bersedia memberikan pelayanan/perawatan medis kepada pasien, dan pasien bersedia membayar jum...
	Pasal 1366
	“Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati”
	Pasal 1371
	“Penyebab luka atau cacat suatu badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada korban selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, juga menuntut penggantian kerugian yang  disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”.
	Malpraktik Etik.
	Mengenai malpraktik etik, perlu dikemukakan jalur etik tidak begitu melihat kepada akibat atau kerugian yang ditimbulkan, karena etik lebih menekankan kepada tindakan yang dilakukan si pelaku dengan berpedoman kepada kode etik profesi. Sanksi etik ber...
	Dokter tidak boleh menjamin bahwa pasien pasti sembuh, dia hanya boleh menjamin akan menerapkan ilmu dan teknologi yang dikuasainya semaksimal mungkin dalam merawat pasien. Sejalan  dengan  point  2  (dua)  di  atas  Syahrul  Machmud  mengatakan bahwa...
	Risiko Medis
	Risiko medis adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki baik oleh pasien maupun  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  sendiri,  setelah  dokter  atau  dokter  gigi berusaha semaksimal mungkin dengan telah memenuhi standar profesi, standar pelayanan medi...
	Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Tindakan Medis Kedokteran Kelalaian medis adalah salah satu bentuk malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang ...
	Kelalaian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu berbunyi :
	“barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.” Unsur-unsur dari rumusan pasal tersebut di atas adalah:
	Adanya unsur kelalaian (culpa);
	Adanya wujud perbuatan tertentu;
	Adanya akibat kematian orang lain;
	Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu. Jika ketentuan Pasal 359 KUHP tersebut dikaitkan dengan Pasal 338 KUHP akibat dari perbuatan yang dilakukan adalah sama-sama menimbulkan kematian namun perbedaan dari...
	Perbuatan tertentu tidak terbatas wujud dan caranya, misalnya: menjatuhkan balok, menembak, yang penting dari perbuatan tersebut ada orang mati. Wujud dari perbuatan ini bukan saja perbuatan aktif melainkan juga perbuatan pasif, misalnya penjaga palan...
	Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, apabila secara teoritis paling sedikit mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:
	Melanggar norma hukum pidana tertulis;
	Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum), dan;
	Berdasarkan suatu kelalaian atau kesalahan besar;
	Hukum pidana termasuk dalam hukum yang berlaku umum, di mana setiap orang harus tunduk kepada peraturan ini dan pelaksanaan peraturan ini dapat dipaksakan. Setiap anggota masyarakat (termasuk dokter) tanpa terkecuali harus taat. Ukuran yang dipakai da...
	Danny Wiradharma membagi kelalaian atas 2 (dua) gradasi, yaitu :
	Kelalaian ringan (culpa levis). Kesalahan ini dinilai dengan membandingkan perbuatan pelaku dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si pelaku. Perlakuan yang berbeda antara orang yang lebih ahli dari golongan si pelaku di dalam menangani ...
	Kelalaian berat (culp lata) Kelalaian ini diakibatkan oleh kekurang hati – hatian yang menyolok untuk menentukan gradasi kesalahan ini, harus membandingkan perbuatan pelaku dengan perbuatan rata - rata orang lain yang segolongan dengan pelaku.
	Bila yang dilakukan pelaku berbeda denga perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani keadaan, maka pelaku masuk dalam kategori culpa lata. Bentuk-bentuk kelalaian menurut Guwandi ada 6 (enam) macam yaitu :
	Malfeasance Apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak patut (execution of an unlawful or improper act).
	Missfeasance Pelaksanaan suatu tindakan tidak secara benar (the improper performance of an act).
	Nonfeasance Tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya dan kewajiban untuk melakukan (the failure to act when there is a duty to act).
	Malpractice. Kelalaian atau tidak berhati-hati dari seorang yang memegang suatu profesi, seperti misalnya: dokter, perawat, bidan, akuntan, dan sebagainya (negligence or carelessness of a profesional person, such as a nurse, pharmacist, physician, acc...
	Maltreatment Cara penanganan sembarangan, misalnya suatu operasi yang dilakukan tidak secara benar atau terampil (improper or unskillful treatment). Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan, kelalaian atau tidak ada kehendak untuk bekerja lebih ba...
	Criminal Negligence Sifat acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap keselamatan orang lain, walaupun ia mengetahui bahwa tindakannya itu bisa mengakibatkan cedera kepada orang lain.
	Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kealpaan / kelalaian itu paling tidak memenuhi tiga unsur yang harus ada yaitu: Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis mapun hukum tidak tertulis, seh...
	Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenaanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut. Jadi dilihat unsur-unsur di atas, untuk mengukur secara objektif tindakan seorang dokter yaitu dari sikap tindaknya terlihat apakah ia...
	Perlindungan Terhadap Dokter Yang Melakukan Pengambilan Keputusan Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Dalam Putusan Pengadilan. Perlindungan Melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Pengadilan Negeri Manado memutuskan bahwa ketiga Terdak...
	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri di atas perlindungan terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim, yaitu berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diungkapkan oleh ...
	Putusan Pengadilan Negeri di atas telah menerapkan perlindungan terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran apabila pra...
	Perlindungan Melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Majelis Hakim kasasi telah menghukum Para Terdakwa, yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang karena kealpaanya meny...
	Jadi, Putusan Majelis Hakim Kasasi di atas tidak memberikan perlindungan terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien, meskipun Para Terdakwa telah melakukan tindakan medis sesuai dengan. standar operasional prosedu...
	Perlindungan Melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Judex Juris Peninjauan Kembali dalam putusan nomor 79 PK/PID/2013 membatalkan putusan Kasasi nomor 365 K/PID/2012 dan menyatakan para Terpidan I, II dan III tidak terbukti secara sah dan ...
	Putusan Peninjauan Kembali telah memberikan perlindungan terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien dengan pertimbangan bahwa Tindakan medis yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah tindakan medi...
	Seorang dokter dapat dikatakan lalai dalam melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kematian apabila dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur serta dokter tidak berti...
	Perlindungan terhadap dokter yang melakukan pengambilan keputusan tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien berdasarkan putusan pengadilan adalah: Putusan Kasasi Mahkamah Agung tidak memberikan perlindungan kepada Para Terdakwa (Dokter) walaup...
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran perlu direvisi dan ditambahkan bab dan pasal khusus tentang Informed Cosent mengingat saat ini terjadi kekosongan hukum tentang Informed Consent dan pengaturan tindak pidana yang timbul pada...
	Diperlukannya rekonstruksi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran karena tidak ada definisi Persetujuan Tindakan Medis sehingga sudah tidak relevan dengan praktek layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, dengan uraia...
	BAB VI
	PENUTUP
	A . Kesimpulan
	Dari pembahasan bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:
	Kedudukan hukum rekam medis dan informed consent sebagai alat bukti dalam kasus malpraktek Bahwa rekam medis dan informed consent secara normatif dapat dijadikan alat   bukti   untuk   mengungkapkan   adanya   dugaan   kasus   malpraktek kedokteran,  ...
	Ketika rekam medis memerlukan penjelasan dari ahli, maka keterangan yang diperoleh dari ahli ini dapat pula merupakan alat bukti keterangan ahli. Permenkes yang menyebutkan secara jelas bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti adalah Pasal...
	Kekuatan  rekam  medis  dan  informed  consent  sebagai  alat  bukti  selain ditentukan oleh syarat sahnya secara formal juga tergantung dari keyakinan hakim yang didasarkan oleh kecermatan yang sesuai dengan hati nurani. Rekam medis dan informed cons...
	B . Saran
	Rekam  medis  dan  informed  consent  merupakan  syarat  tertib  administrasi  dalam pelayanan kesehatan di masyarakat dan dapat merupakan alat bukti jika terdapat kelalaian di dalam praktek kedokteran yang merugikan pasien. Ada tidaknya kedua berkas ...
	Oleh karena itu di kalangan dokter disarankan untuk selalu mengusahakan adanya bukti tertulis   dalam setiap tindakan medis  yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi pada saat berlangsung pelayanan  dilakukan.  Rekam  medis  yang rinci  dan  lengkap ...
	C . Implikasi Kajian Disertasi.
	Implikasi Teoritis
	Institusi Penegakan hukum terkait kasus Tindak Pidana Informed Consent yang dilakukan oleh Dokter diantaranya penyidik polri, kejaksaan serta pengadilan mampu bersinergi dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Informed Consent yang dila...
	D . Implikasi Praktis
	Penerapan hukum pidana terhadap para pelaku kejahatan Tindak Pidana Informed Consent yang dilakukan oleh Dokter dalam tahap penyidikan mempunyai persamaan hak dimata hukum sebelum ada putusan dari pengadilan yang menjatuhi hukuman bagi pelaku kejahata...
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